
園盟四隅

WAL工KOTA SIBOLGA

PROⅥNS重SUMATERA UTARA -

pERATURAN WAH Ko皿s重BOLGA

NOMOR 31 TAHUN 2023

TEN皿N G

皿皿cARA PENGGUNAAN DAN pENyELENGGARAAN KARTu KREDIT

pEMERIN船H DAERAH DALAM pE払KSANAAN ANGGARAN pENDAPA船N

DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wALI Ko皿slBOLGA,

Menimbang

M en産ngat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1)

Peratu｢an Menteh Dalam Nege正Nomor 79 Tahun 2022

tentang petu可uk Teknis Penggunaan Kartu Kredit

Peme丘ntah Daerah Dala皿　Pelaks紬aan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah,maka perlu

menetapka皿Peraturan W瓢i Kota tentang Tata Cara

Penggunaan dan Penyelen蕗araan Kartu Kredit

Pe皿e正ntah Daerah D瓢am Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan D狐Bela可a Daerah;

1. Und紬g-Undang No皿or 8 Drt Tahun 1956 tentang

Pe皿bentukan Daerah Otonom Kota置kota Besar

Dalam Lingkungan　打ovinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor　59, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor

1092);

2･ Undang-Undang Nomor 1 Tahun　2004　tentang

Perbendah狐a紬Neg狐a (Lemb紬an Negara Republik

量ndonesia Tah皿　2004　Nomor　5, Tambahan

Lembaran Neg甜a Republik　工ndonesia ､ Nomor

4355),sebagaimana telah beberapa k粗i diubah

ter繍khir deng紬　Undang-und劃g Nomor　7　Tahun

2 02 1　　tent狐g Hamonisasi Peraturan

Perpajakan(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2021 Nomor　246, Tambahan Lembaran

Negara Republik量ndonesia Nomor 6736);

3･ Undang-Unda皿g Nomor 15　Tahun　2004　tentang

Pemehksaan Pengelolaan dan T紬ggung Jawab

Keuan撃n Negara (Lembaran Negara Republik

重ndonesia Tahun　2004　Nomor　66,Tambahan

Lembaran Negara Republik量ndonesia Nomor 4400) ;

4. U融aれg-Uれdaれg‥



Menetapk狐

4. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lemb紬狐　Negara Republik

重ndonesia Tahun　2014　No皿or　244, T劃bahan

Lembaran Neg紬a Republik量ndonesia Nomor 5587),

sebaga王皿ana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peratur紬　Pemerintah Pen幾組ti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tent狐g Cipta Ke巧a

(Lembar狐Negara Republik工ndonesia Tahun 2022

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

工ndonesia No皿or 684 1);

5･ Undang-Undang Nomor　30　Tahun　2014　tentang

Administrasi Pe皿ehntahan　(Lembaran Negara

Republ址　重ndonesia Tahun　2014　Nomor　292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

6. Peraturan Pemehntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuar|gan Daerah (Lembaran Negara

Republik　重ndones宣a Tahun　2019　Nomor　42,

Tambahan　しembara皿　Neg紳a Republik　重ndonesia

Nomor 6322);

7. Peratur狐Menteh D瓢am Negeri No皿or 77 Tahun

2020　tentang Pedoman Pengelola狐　Keu狐gan

Daerah (Berita Negara Republik　工ndonesia Tahun

2020 No皿or 1781);

8. Peraturan Mente正Dala皿Negeri Nomor 79 Tahun

2022　tentang Petu垂uk Teknis Pengguna紬　K紬tu

Kredit Peme轟ntah Daerah (Berita Negara Republik

工ndonesia Tahun 2022 Nomor 582);

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2013　tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintah Berbasis Akru瓢Pada Pemerintah Daerah

(Berita Neg紬a Republik　宣ndonesia Tahun　2013

Nomor 1425) sebagaimana telah diubah deng劃

Peraturan Mente正Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019　tentang tentang mas亜kasi, Kode鰹kasi, Dan

Nomen岨atur Perencanaan Pembangunan Din

Keuangan Daerah (Behta Negara Republik量ndonesia

Tahun 2019 No皿or 1447);

10.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2022

tent紬g Pengelolaan Keu狐g弧　Daerah (Lemb紬an

Daerah Kota Sibolga Tahun 2022 Nomor 52);

MEMUTus孤N :

pERATU RAN wAL量　　Ko皿　　TE N船N G TATA

CARAPENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU

KRED重TPEMERIN船H DAERAH DA払M pE払KSANAAN

ANGGARANPENDAPATAN DAN BE払N↓A DAERAH

BAB L…



BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah ad孤ah Kota sibolga.

2. Pemerintah Daerah ad瓢ah W瓢i Kota sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpm

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.

4. Badan Pengelolaan Keu劃gan, Pendapat紬dan Aset Daerah

yang sela可utnya disingkat BPKPAD ad血ah Badan Pengelolaan

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah･

5. Satuan Ke重ja Per紬gkat Daerah yang sela両utnya disingkat

SKPD ad瓢ah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah

yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah･

6. Satuan Ke重ja Pengelola Keuangan Daerah sela垂utnya SKPKD

ad瓢ah unsur penu叫ang Umsan Pemerintah紬　pada

pemerintah daerah, yang melaks紬akan Pengelola租n Keuangan

Daerah.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas yang selanjutnya

disingkat U門B/U門D adalah unsur pelaksana teknis Bad紬,

Dinas yang melaks狐akan kegia屯n teknis operasional dan atau

ke産atan teknis penu即ang te巾entu･

8. Anggaran Pendapatan dan Bela垂a Daerah yang sela垂utnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah･

9. Dokumen Pelaks狐aan Anggaran Perangkat Daerah yang

sela垂utnya disingkat Din-Perangkat Daerah adalah dokumen

yang memuat pendapatan dan bela可a yang digunakan sebaga王

dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna Anggaran.

10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah

yang sela両utnya disebut Din-Perangkat Daerah Pembahan

adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan

bela垂a yang digunakan sebaga王dasar pelaksanaan pembahan

anggaran oleh pen採una an籠aran･

1 1･ Pegawai ad瓢ah Aparatur Sipil Neg虹a dan C瓢on Aparatur Sipil

Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga･

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah

p句abat pemegang kewenangan pen謎unaan anggaran untuk

melaksanakan tugas dan請ngsi SKPD yang dipimpinnya･

12. Kuasa恥yang sela可utnya disingkat K払adalah p匂abat yang

diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA

dalam melaksanakan sebagian tugas dan如ngsi SKPD･

1 3.掲aba上



13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya

disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi

tata usaha keu紬gan pada SKPD･

14. P匂abat Pelaks紬a Teknis Kegiatan yang sela垂utnya disingkat

P門K ad血ah p句abat pada unit SKPD yang melaksanakan 1

(satu) atau beberapa kegiatan dad suatu program sesuai

dengan bidang tugasnya･

15. Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

KKPD adalah K紺tu Kredit y狐g dapat digunakan untuk

melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada

APBD, setelah kewajiban pe皿bay紬an pemegang k紳tu

dipenuhi oleh Bank Penerbit K紬tu Kredit sesua上　dengan

kewajibannya pada waktu y孤g disepakati d紬Satu盆n Ke重ja

Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pelunasan

kewajiban pembay虹an pada waktu yang disepakati dengan

pelunasan pembayaran secara sek血igus･

16. Pemegang KKPD adalah Pejabat dan/atau pegawai yang

berstatus pegawai negeri sip血　daerah, untuk melakuk紬

transaksi pembayaran deng狐KKPD berdasarkan penetapan

pengguna anggar紬･

17. Bendahara Umum Daerah y紬g sela垂utnya disingkat BUD

adalah PPKD yang be轟indak dalam kapasitas sebagai BUD･

18.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan tugas BUD.

19. Bendah狐a Pengelu虹孤yang sela可utnya disingkat BP ad粗ah

p句abat yang ditu垂uk untuk menehma,皿enyimpan,

me mb ayarkan ,　　　　　me natau s ahak紬,　　　　　dan

mempe轟劃ggun劉awabk紬　u狐g untuk keperlu紬　Bela可a

Daerah dala皿pelaks紬aan APBD pada SKPD･

20. Bendahara Pengeluaran Pe皿ba皿tu yang sela可utnyadisingkat

BPP ad瓢ah p匂abat y孤g ditu互uk mene轟皿a, me叫y宣mpan,

me皿bayarkan ,　　　　　皿enatau sahak紬,　　　　　dan

mempertanggung]awabkan uang untuk keperluan belanja

daerah dalam ran室ka pelaksanaan APBD pada unit SKPD.

21.Administrator KKPD adalah p匂abat dan/atau pegawai di

lingkung紬SKPD yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil

daerah yang ditugask劃　kep粗a daerah melaksanakan

ad皿inistrasi penggunaa皿KKPD.

22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

PPKD ad粗ah kep血a satuan ke宣ja pengelola keuangan daerah

ya皿g皿empunya王tugas皿elaksanak狐pengelola狐APBD dan

be轟indak sebagai bendahara umu皿daerah.

23.Bank Penerbit KKPD adalah Bank yang memfasilitasi

penerbitan Alat Pe皿bayar紬bempa Kartu Kredit, yang dapat

dilakuk狐sendiri atau mel血ui ke重ja sama dengan bank lain.

24.Dczj池r...



24. Daftar Pembayaran Tagihan KKPD yang selanjutnya disingkat

Dp富　KKPD adalah da請ar hasil ve正最kasi恥yang memuat

infbrmasi nana Pemegang Ka轟u, no皿or Ka轟u, jenis bela両a

barang, rincian pengeluaran, pembebanan an誌aran, dan

jumlah tagihan yang harus dibayar kepada Bank Penerbit

KKPD.

25. Uang Persedia紬yang sela可utnya disingkat UP adalah uang

muka kelja dalam jumlah tertentu yang di berikan kepada BP

untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/unit SKPD

dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut si fat

dan t可uannya tidak mung瞳n dilakukan melalui mek紬isme

pembayaran langsung･

26. UP Tunai adalah UP yang dibe正kan dalam bentuk uang tunai

kepada BP mel狐ui trans掩r RKUD ke rekening BP･

27. UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk batasan

bela垂a(limit)血edit kepada BP atau BPP yang penggunaamya

dilakukan dengan KKPD ･

28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya di singkat SPP

adalah dokumen yang diterbitkan oleh BP, yang berisi

pemintaan pembay紬an tagihan kepada Pemerintah Daerah･

29.Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang

selanjutnya di singkat SPP-UP adalah dokumen yang

digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran UP.

30. Surat Permintaan Pembay紬an Penggantian U紬g Persediaan

KKPD yang sela垂utnya disebut SPP-GU KKPD adalah dokumen

yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggun幻awaban dan

permintaan kemb粗i pembayaran UP KKPD･

31. Surat Perintah Membay紬yang sela可utnya disingkat SPM

adalah dokumen yang diterbitkan oleh払untuk menc証rkan

dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran･

32. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya

disingkat SPM UP adalah dokumen yang digunakan untuk

menerbitk紬　surat pehntah pencairan dana atas beban

pengeluaran D恥SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk

mendanai sub kegiatan.

33.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persedia狐　yang

sela垂utnya disebut SPM-GU adalah dokumen yang digunakan

untuk penerbit紬surat perintah pencairan dana atas beban

pengeluaran D払SKPD, yang dananya dipergunakan untuk

mengganti UP y狐g telah dibela可akan･

34. Surat Perintah Pencalran Dana Uang Persediaan yang

sela垂utnya disingkat SP2D adalah dokumen y紬g digunakan

sebagai dasar pencair狐　dana yang diterbitkan oleh BUD

berdasarkan SPM.

35. Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA yang

dit可ukan kepada Bank Penerbit KKPD untuk menerbitkan

KKPD.

36. ｣セrsoれal…



36. Person血工dent範cation Number yang sela垂utnya disingkat PIN

ad瓢ah nomor ident娩kasi pribadi bagi Pemegang KKPD yang

menggunakan Kartu Kredit, yang merupakan suatu kombinasi

angka-angka yang dibuat oleh komputer sebagai kode sandi

khusus untuk keamanan dan ke皿udahan Pemegang KKPD

dalam melakukan tr紬saksi.

37. Nota Penc証ran Dana KKPD yang selanjutnya disingkat dengan

NPD KKPD adalah surat perset可uan PA/KPA untuk

pembayar紬bela垂a menggunak紬UP KKPD yang d車ukan

oleh PP丁K.

38. Pembelian Secara Elektronik yang sela可utnya disebut E-

purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui

sistem katalog elektronik atau toko daring･

39. Toko Dala皿Jahngan yang sela互utnya disebut Toko Daring

ad瓢ah sistem inめmasi yang memぬsilitasi Pengadaan

Bar紬g/Jasa mel瓢ui penyelen誌araan perdag紬gan melalui

sistem elektronik dan正tel daring.

40･ Katalog Elektronik ad瓢ah sistem inめrmasi elektronik y紬g

memuat in宣bmasi bempa da蹄ar, ｣en宣s, spesi最kasi teknis,

Tingkat Komponen D出御Negeh (TKDN), produk dalam negeri,

produk Standar Nasion粗重ndonesia (SNI), produk industri

坤au, negara asal, h紬ga, Penyedia, dan inめmasi lainnya

terk証t barang/j asa.

41. Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang selanjutya

disingkat PLSE adalah pengadaan langsung yang dilaksanakan

melalui Sistem Pengadaan Sec紬a Elektronik (SPSE) ･

42. SKPD w却b mensosi瓦isasikan kepada UMKM untuk masuk

dalam da紅ar kat粗og elektonik

BAB重量

pENGGUNAAN孤RTu KREDIT pEMER量N払H DAERAH

Pasal 2

( 1) KKPD digunakan untuk penyelesaian tagih紬kepada Pemerintah

Daerah beⅢpa penyelesaian tagihan bela垂a b紬ang dan ｣asa

serta bela可a modal melalui mekanisme UP･

(2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan皿e皿perhatikan :

a. kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan

jangkauan pemakaian yang lebih luas;

b. transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang yang

menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin

elektronik data capture atau media dalam ja正ngan;

c. keaman狐dala皿bertransaksi dan menghindari te巧adinya

peny宣mpangan atau血aud;

d. efektivitas dalan pengurangan UP yang menganggur atau idle

cash;

e. eJisie7ふ...



e. e紀siensi biaya administrasi tr狐saksi Pemerintah Daerah dad

pengguna紬UP; dan

f. akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan

biaya penggunaan UP KKPD.

BABI量賞

PENGELOLA KKPD

Bagian Kesatu

PPKD

Pas瓢3

Dalam penggunaan UP KKPD, PPKD sela血BUD mempunyai tugas

dan wewenang:

a. menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKPD;

b. melakukan pembahasan rancang紬/dra請pe重ja霊草an ke重ja sama

Pemehntah Daerah deng狐p匂abat Bank Penerbit KKPD;

c. menandatangani perjanjlan kerja sana dengan pejabat Bank

Penerbit KKPD;

d. memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk

menetapkan Pemegang KKPD dan Administrator berdasarkan

usulan払;

e･ menyampaikan surat pemohonan penerbitan KKPD kepada

Bank Penerbit KKPD;

f. menerbitkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan

Pemegang KKPD;

g･ menyerahkan KKPD kepada Pemegang KKPD disertai berita

acara serah terima KKPD Sesuaiめrmat pada Lamp宣r劃dan

suirat pe曹a劃1an penggunaan KKPD;

h. menandatang紬i be五ta acara serah tehma KKPD dan surat

per]anjlan penggunaan KKPD setelah terlebih dahulu dilakukan

penandatanganan oleh Pemegang KKPD;

i. memberikan perset可uan atas permintaan kenaikan limit bela垂a

KKPD da互Pemegang KKPD;

｣･ melakukan penarikan KKPD karena penyalahgunaan atau

keadaan tertentu;

k. menerbitkan surat pehngatan kepada Pemegang KKPD dalam

hal te重jadi penyalahgunaan KKPD;

I. memberikan rekomendasi kepada kep瓢a daerah atas

permohonan pembahan proporsi besaran UP KKPD;

in. memberikan perset可uan sebagian atau selumhnya permohonan

dispensas宣pembahan besar劃UP;

n･ menyusun Rekapit山asi Lapora皿Hasil Monit〇五ng dan Evaluasi

Pelaks狐a狐Pe皿bayaran dengan KKPD;

o.皿e皿be轟kan reko皿endasi kepada W血i Kota untuk memberikan

surat tegura皿d狐/ atau pe皿otongan bes紬狐UP KKPD kepada

払;

p･ menerbitkan surat penarikan KKPD;

q.耽eれgampa捉a調川



q･ menyampaikan surat pen紬ikan KKPD kepada Bank Penerbit

KKPD dengan tembusan kepada Pemegang KKPD ;

r. melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban

pembay狐an tagihan KKPD ag狐　tidak melewati batas

waktu/jatuh tempo pembayaran ;

s･ menetapkan st紬dar operasion瓢prosedur terkait norma waktu

penggunaan, pe叫yeles証an tagihan, dan pertanggun劉awaban

KKPD dengan berpedom劃　pada ketentuan peraturan

perundang-undangan;

t. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama,

surat perset可uan/perubahan perset可uan besaran UP KKPD,

status KKPD, jumlah dan tota=imit KKPD yang diset巾ui oleh

Bank Penerbit KKPD, ringkasan belanja dan pembayaran, serta

hambatan dan kendala; dan

u･ menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan

evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD secara

triwulan紬, semesteran dan tahunan kepada Wali Kota.

Bagian Kedua

Kuasa BUD

Pasal 4

Dalam penggunaan UP KKPD, Kuasa BUD mempunyai tugas dan

wewe nang :

a･ menyiapkan surat pe卿a刊宣an penggunaan KKPD dengan

Pemeg紬g KKPD;

b. melakukan penelitian besaran/proporsi UP KKPD;

c. menyiapkan Surat Perset可uan Besaran UP KKPD SKPD;

d. melakukan pencatatan pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan

melalui UP, pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP

KKPD, dan besaran/pembahan besaran/pembahan proporsi UP

KKPD ke dalam Ka轟u Pengawas劃UP KKPD;

e. melakukan verifikasi atas SPM GU KKPD yang diajukan oleh PA;

f･ mengembalikan SPM GU KKPD kepada払dalam hal SPM GU

KKPD tidak memenuhi persyaratan;

9.皿enerbitkan sp2D GU KKPD;

h. melakukan k○○rdinasi dengan SKPD, terkait percepatan

penyelesaian tagih狐KKPD y紬g belum dibayarkan;

i. melakukan evaluasi pembayaran dan penggunaan KKPD oleh

払/KPA; atas SPM y紬g diajukan oleh PA;

｣. menyusun Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Pelaksana組Pembayaran deng紬KKPD;

k. meminta SKPD untuk melakukan percepatan penyamp狐an

laporan d粗am hal Bidang Perbendaharaan belum menerima

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembayaran dengan KKPD tingkat SKPD;

1. meれg王cIPたcm...



I. menyiapkan dan menyampaikan Rekapitulasi Laporan Hasil

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD

kepada PPKD selaku BUD;

in. menyiapkan dan menyampaikan Rekapitulasi Laporan Hasil

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD

kepada PPKD selaku BUD;

n. menyiapkan peⅢbahan surat perse叫uan besaran UP KKPD

SKPD dalam hal dilakukan pemotongan bes紬an UP KKPD; dan

o. menyampaikan peⅢbahan surat perset可uan besaran UP KKPD

SKPD kepada　払dan Bank Penerbit Kartu Kredit dengan

ditembuskan ke PPKD selaku BUD.

Bagian Ketiga

厚田

Pas血5

D血am penggunaan KKPD恥mempunyai tugas dan wewenang:

a･ menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat pemyataan

UP;

b･ menyampaikan usulan da虹紬　Pemegang KKPD dan

Administrator KKPD kepada Wa虹Kota mel瓢ui PPKD selaku

BUD;

c. menerbitkan surat pemyataan UP untuk d軸ukan pada saat

penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUD;

d. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD

kepada Wan Kota melalui PPKD selaku BUD;

e. melakukan peng両ian terhadap:

1) kebenar紬data pihak y紬g berhak menerima pembayaran

atas beban APBD;

2) kebenaran mate血d紬perhitung狐bukti-bukti pengeluaran;

3) kebenaran perhitungan tagihan(e-billing)/Daftar Tagihan

S ementara ;

4) kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan

Tagihan (e-billing) / Da請ar Tagihan Sementara;

5) kesesuaian jenis bela垂a yang dapat dibay狐kan dengan

KKPD; dan

6) kesesuaian spesi粛kasi te血is d紬volume barang/jasa dalam

perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan

barang/jasa y紬g diserahkan oleh penyedia barang/jasa･

I.皿engesahkan sebagian/selumhnya bukti-bukti pengeluaran

atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;

g･ menolak bu虻i-bu虻i pengelu狐an atas tagihan yang dibayarkan

dengan KKPD dalam h血terdapat bukti-bukti pengeluar紬y紬g

tidak memenuhi ketentuan;

h. menerbitkan DP丁　KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang

memenuhi ketentuan;

i･ menyampaik紬　surat pembehtahuan penolakan kepada

pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluar紬

yang tidak memenuhi ketentuan;
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｣. menerbitkan NPD KKPD;

k. menerbitkan SPM-GU KKPD d狐menyampaik紬kepada Kuasa

BUD untuk penerbitan SP2D-GU KKPD; dan

I. melakukan ve丘最kasi atas ind址asi peny血ahgunaan KKPD･

Bagian Keempat

K払

Pasal 6

D瓢am penggunaan UP KKPD, Kin　mempunyai tugas dan

wewen紬g:

a. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD

kepada恥;

b.皿elakukan peng両ian terhadap:

1) kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran

atas beban APBD;

2) kebenaran matehil din　perhitungan bukti-bukti

penge luaran ;

3) kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan

Sementara;

4) kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan

Tagihan (e-billing) /Daftar Tagihan Sementara;

5) kesesuaian jenis bela垂a yang dapat dibayarkan dengan

KKPD; dan

6) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam

perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan

barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa･

c. mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran

atas tag血an yang dibayarkan dengan KKPD ;

d. menolak bukti-bu虻i pengeluaran atas tagihan yang dib争yarkan

dengan KKPD dal劃h瓢terdapat bukti-bukti pengeluaran y紬g

tidak memenuhi ketentuan;

e. menerbitkan Dp富　KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang

memenuhi ketentu狐;

f. menyampaikan surat pembe正tahuan penolakan kepada

Pelaksana Kuasa Penggしma KKPD atas bukti-bukti pengeluaran

yang tidak memenuhi ketentuan;dan

9. menerbitkan NPD KKPD d狐menyampaikan kepada BPP.

Bag,.arl...



Bagian Kelima

PPTK

Pasal 7

(1) D粗am penggunaan UP KKPD, P門K mempunyai tugas dan

wewe nang :

a. meneri皿a kuasa penggunaan KKPD dari恥/Kin　selaku

Pemeg紬g KKPD un血k melakukan bela可a menggunakan

KKPD;

b. mengumpulkan dokumen belanja dalan rangka pelaksanaan

angg紺an atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiat紬/sub

kegiatan yang menggunakan KKPD;

c. membuat da紅組nomina龍bela垂a men艶叫nakan KKPD; dan

d. me叫y劃paikan da請紬nominatif bela両a menggunakan KKPD

dilampiri dokumen belanja kepada PA/KPA melalui PPK-

SKPD/ PPK-unit SKPD.

(2) D瓢am melaks紬akan tugas pen籠unaan KKPD sebagaim紬a

dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPTK bertanggungjawab kepada

pemegang KKPD ･

Bagian Keenam

PPK- SKPD

Pas瓢8

(1) Dalam penggunaan UP KKPD, PPK-SKPD mempunyai tugas dan

wewe nang :

a. melakukan verifikasi daftar nominatif belanja menggunakan

KKPD beserta dokumen pendukung;

b. menyiapkan DPT;

c. menyiapkan NPD KKPD;

d. melakukan veri正kasi SPP GU KKPD beserta bukti

kelengkapannya yang diajukan oleh BP;

e. menyampaikan SPM-GU KKPD ke払untuk diterbitkan;

f. menyiapkan SPM GU KKPD;

9. menyiapkan draft surat pemyataan tanggung jawab mutlak

PA;

h. menerbitkan surat pemyataan ve正鯖kasi PPK SKPD;dan

i. menyampaikan NPD KKPD din　DPT KKPD yang telah

ditandat紬gani oleh払kepada BP untuk penyiapan dan

peng劉uan SPP GU KKPD･

(2) Dala皿penggunaan UP KKPD, PPK unit SKPD mempunyai tugas

dan wewenang:

a. melakukan veh粛kasi da髄ar nominatif bela可a menggunakan

KKPD bese巾a dokumen pendukung;

b. menyiapkan Dpr KKP;

c. menyiapkan NPD KKPD; din

d. meny劃paikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah

ditandatangani ○○eh K払kepada BPP untuk peny宣ap紬dan

peng劉uan SPP GU KKPD.

Bao育aれ用



Bagian Ket可uh

BP/BPP

Pas瓢9

(1) Dalam penggunaan UP KKPD, BP mempunyai tugas dan

wewe nang :

a･ menyampaikan kebutuhan UP KKPD SKPD kepada払;

b. melampirkan da虹批正ncian yang menyatakan jumlah UP

Tunai dan UP KKPD yang dikelola oleh masing-masing BPP

dalam pengajuan UP dan/atau pengajuan perubahan

besaran UP KKPD SKPD ke PPKD selaku BUD;

c. melakukan peng閏宣an:

1) NPD KKPD dan DPT KKPD;

2) ketersediaan dana UP KKPD, dan

3) penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/bukan

pajak atas tagihan dalan NPD KKPD.

d. menolak NPD KKPD dan DPT KKPD y紬g diajukan dan

mengembalikan kepada払da宣am hal NPD KKPD dan DPT

KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk dibay紬kan;

e. mengajukan permintaan penggantian UP KKPD melalui SPP-

GU KKPD kepada恥dengan mel狐pirkan NPD KKPD dan

DP冒KKPD dari PA dan NPD KKPD dan Dp富KKPD dari Kin,

beserta dokumen pendukung lainnya melalui PPK-SKPD

untuk dilakukan ve五島kasi;

f. menyiapk狐dra允surat pemyataan tanggung ｣awab mutlak

PA;

9. melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui penerbitan

rekening BP ke rekening Bank Penerbit KKPD setelah

pencairan dana SP2D ditehma/ masuk ke rekening BP;

h. melakukan pemindahbukuan UP KKPD melalui pendebitan

rekening BP ke reken血g masing-masing BPP･

(2) Dalam penggunaan UP KKPD, BPP mempunyai tugas dan

wewe nang:

a. menyampa王kan kebutuhan UP KKPD unit SKPD kepada BP;

b. melakukan peng閏lan:

1) NPD KKPD dan Dp丁KKPD;dan

2) ketersediaan dana up KKPD.

c. menolak NPD KKPD dan DFT KKPD yang diajukan dan

mengembalikan kepada K恥d粗am hal NPD KKPD dan D門

KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

d. menyampaikan NPD KKPD din　Dpr KKPD y紬g telah

memenuhi persyaratan untuk dibayarkan kepada BP; dan

e. melakukan pe皿bayaran tagihan KKPD melalui pendebitan

rekening BPP ke rekening Bank Penerbit KKPD setelah dana

UP KKPD diterima/masuk ke rekening BPP yang ditransfer

olehBP.

(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengelu紬an Pembantu

harus melakukan pemungutan kewajiban perpajakan, seusiai

dengan peraturan pemndang-undangan yang berlaku.

Ba9工a調理



Bagian Kedelapan

Administrator KKPD

Pasal10

D血am pen幾叫naan UP KKPD, Administrator KKPD mempuny糾

tugas dan wewenang:

a. melakukan aktivasi KKPD dan request/aktivasi PIN KKPD

melalui c瓢I center/layman pesan singkat (Short Message

Service) / sarana lainnya;

b. meminta kenaikan batasan bela垂a (limit) Kartu Kredit

Pemehntah Daerah secara se皿entara atau pemanen kepada

Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/ atau sar紬a

tercepat la血nya setelah mendapat perset巾uan d紬i PA/K払･

c. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD,

pe五〇de ken証kan batasan bela可a. (limit) KKPD, se巾a nomor dan

na皿a KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan

kenaikan batasan bela垂a (limit) KKPD secara sement紬a･

d. menginめr皿asikan nilai kenaikan batasan bela巧a (1i皿it〉 KKPD,

pe五〇de pemanen, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank

Penerbit KKPD dalam h血perminta紬kenaikan batasan bela垂a

(limit) KKPD secara pemanen;

e. melakukan monitoring pengembalian batasan belanja (limit)

KKPD secara sementara ke batasan bela可a (limit) awal setelah

periode kenaikan batasan belanja (limit) sementara/ masa

berlaku penggunaan UP KKPD ;

f. mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja (limit)

KKPD ke batasan bela垂a (虹皿it) awal kepada Bank Penerbit

KKPD dalam hal batasan bela可a (limit) KKPD yang dinaikkan

secara sementara tidak kembali ke batasan belanja (limit) awal

setelah pe五〇de berakhir;

昌. meminta penyetoran kembali atas Keterla垂ur紬pembayaran

kepada B紬k Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/ atau

sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari

払/Kin; dan

h. menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan

nama KKPD,bukti-bukti pe皿bayaran/ pe皿indahbukuan yang

sah, dan nomor rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali

kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal penyetoran kembali atas

Keterlanjuran pembayaran.

BABIV

UP KKPD

Bagian Kesatu

Penentu狐打oporsi Uang Persedia紬

Pdsd JJ...



Pasal 14

Besaran UP KKPD dihitung d紬i proporsi UP KKPD sebagaimana

dimaksud d血狐Pasa 1 1 ayat (3) atau pembahan proporsi UP KKPD

yang telah dise中山oleh W血i Kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (5).

Bagian Kedua

Pemintaan UP KKPD

Pas瓢15

(1) BP menyampaikan kebutuh紬UP KPD SKPD kepada PA･

(2)払mencantumkan kebutuhan UP KKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam surat pemyataan UP dan diajukan pada

saat penyampaian SPM UP Tunai kepada Kuasa BUD･

Pasal16

(1) Dala血hal terdapat pembah紬besaran UP KKPD sebagaimana

dimaksud d瓢am Pas瓢11 ayat (3) atau perubahan proporsi UP

KKPD sebagai皿紬a dimaksud dala皿Pasal 12 ayat (5) setelah

adanya penyampaian SPM UP, PA mengajukan surat

pe調ohonan pembahan besaran UP KKPD kepada PPKD selaku

BUD melalui Kuasa BUD.

(2) Surat pemohonan perubah紬perset可uan besaran UP KKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Surat

Pemyataan UP d紬i PA dan keputusan Wali Kota mengenai

pembahan besaran UP atau proporsi UP KKPD･

(3) Ketentuan mengenai format Surat Pemyataan UP dari PA

sebagaim紬a dimaksud pada ayat (2) tercantum d瓢am Lampiran

yang me｢皿pakan bagian tidak te呼isahkan d紬i Peraturan Wa工i

Kota ini.

Pasal17

(1) Berdas紬kan Surat Pemyataan dan keputusan Wali Kota

sebagaimana dimaksud d瓢am Pasal 16 ayat (2), Kuasa BUD

melakukan penelitian besaran UP KKPD ･

(2) Dalam hal besaran/proporsi UP KKPD telah memenuhi

keten血an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)

dan/atau Pasal 12 ayat (5), PPKD selaku BUD menerbitkan

Surat Perset可uan Besaran UP KKPD SKPD･

(3) Surat Perset可uan Besaran UP KKPD SKPD diterbitkan p粗ing

la皿bat 1 (satu) ha血ke寄a setelah SPM UP dan/atau permohonan

pembah劃besaran UP KKPD SKPD dite正調a oleh Kuasa BUD･
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Pasal11

(1) UP sebagamana dimaksud d粗am pas瓢2 ayat (1) terdiri dari UP

Tunai dan UP KKPD.

(2) UP sebagaimana di皿aksud ayat (1) mempakan bagian dari UP

yang dikelola BP dan BPP atas pelimpahan d紬i BP･

(3) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) da正besaran UP

mas宣ng-masing SKPD;dan

b. UP KKPD sebes紬40% (empat puluh persen) dari besaran UP

masing-masing SKPD･

(4)打oporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

dalam keputusan W粗i Kota.

Pasal12

(1)打oporsi UP KKPD sebagaimana di皿aksud dalam Pasal 1 1 ayat

(3) huruf b dapat dilakukan pembahan sesuai kebutuhan

penggunaan UP KKPD pada SKPD･

(2) Perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat bempa ken瓦k紬atau penumnan proporsi UP KKPD･

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

diperbolehkan lebih dari 70%(t可uh puluh persen) ･

(4) Penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

diperbolehkan kurang dari 30% (tiga puluh persen) ･

(5) PA mengajukan perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui PPKD selaku

BUD.

(6) PPKD selaku BUD me皿berikan pe轟imbangan atas usulan

pembahan proporsi UP KKPD kepada Wali Kota･

(7) Berdasarkan pe正i皿bangan sebagaim紬a di皿aksud pada ayat

(6), Wali Kota membe正kan perset可uan pembahan proporsi UP

KKPD.

Pas瓢13

Pertimbangan kenaikan atau penumnan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 12 ayat (7) didasarkan atas:

a. kebutuhan pengeluaran正il SKPD;

b. pembahan keb主jakan pelaksanaan bela垂a SKPD;

c. Perubahan dalam sistem pembayaran dengan kanal pembayaran

secara elektronik; atau

d. kebutuhan lainnya dalan rangka efektifitas penggunaan UP

KKPD.

Pasaさ重4…



(4) Untuk BP y紬g dib紬tu oleh beberapa BPP, pengaju紬UP

dan/atau pengajuan perubahan besaran UP KKPD SKPD ke

PPKD selaku BUD　rnelalui Kuasa BUD hams melampirkan

daftar rincian yang menyatakan jumlah UP Tunai dan UP KKPD

oleh masing-皿asing BPP･

(5) Ketentuan mengenai fomat Surat Persetujuan Besaran UP

KKPD SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.

Ba由an Ketiga

Jenis KKPD

Pasal18

(1) KKPD terdih atas:

a. K狐tu Kredit untuk keperluan dan jasa serta bela可a modal;

b. Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas.

(2) Kartu Kredit untuk keperlu紬bela可a barang d紬jasa se正a

belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

meliputiこ

a. bela垂a bar組g kebu血han seh紬i-hah dan perkantor孤;

b. bela垂a pengadaan bahan makanan;

c. bela垂a barang untuk persedia紬;

d. bela可a sewa;

e. bela可a pemelih狐a紬;

f. bela可a bahan bakar kendaraan dinas;

9. bela垂a皿odal; dan

h. belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

p e rund ang- und an gan

(3) Bela垂a bar紬g d紬jasa sebagaim紬a dimaksud pada ayat (2)

mengutanakan produk dalan negeri dan usaha mikro, kecil dan

koperasi.

(4) KKPD untuk keperlu狐　belar車　pe車alan紬　dinas jabat紬

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi

komponen pembayaran biaya transport, penginapan, dan/ atau

sewa kendaraan.

(5) Jenis KKPD untuk keperlu紬bela垂a seba如m組a dimaksud

pada ayat(2) dan ayat (4) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

Bagねrl...



Bagi紬Keempat

Batas紬Bela可a KKPD

Pas瓢19

(1) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud dalan Pasal 18 ayat

(2) dilakukan dengan nilai belanja paling banyak sebesar Rp.

200･000･000,00 (dua ratus juta Ⅲpiah) untuk 1 (satu) penerima

p embayaran.

(2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakuk紬mel瓢ui transaksi katalog elektronik, toko daring, dan

PLSE yang disediakan oleh lembaga yang menyelen幾arakan

tugas pemerintahan di bidang ke坤akan pengadaan barang/jasa

pemehntah.

(3) Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi di luar sarana

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai belanja paling

banyak untuk 1 (satu) penerima pembayaran sebesar Rp.

50･000･000,00 (lima puluh juta mpiah).

(4) Limit belanja KPD dalam rangka keperluan belanja barang dan

｣asa serta bela互a modal untuk pe轟劃a kali dibe正kan paling

banyak sebesar Rp･50･000･000 (lima puluh juta Ⅲpiah).

(5) Limit belanja KKPD dalan rangka keperluan belanja perjalanan

dinas jabatan untuk pertama k弧i dibehkan paling banyak

sebes紬Rp･40･000･000,00 (empat puluh juta rupiah).

(6) Total batasan limit bela垂a KKPD SKPD paling banyak sebesar

UP KKPD yang telah dise叫ui PPKD selaku BUD sebagaimana

dimaksud dalam Pas瓢17 ayat (2).

(7) Total bes紬an UP KKPD, dan penggunaan up KKPD, dal劃1

(satu) tahun tidak melebihi pagu jenis bela可a yang bisa

dibayarkan皿elalui UP KKPD.

(8) Pagu jenis bela可a yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah paling banyak 30%

(tiga puluh persen) dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan

melalui UP.

Bagian Kelima

Pemegang KKPD,Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

dan Administrator KKPD

Pasal 20

(1) Pemegang KKPD, dan/atau Administrator KKPD, mempakan

pejabat/pegawai SKPD yang berstatus pegawai negeri sipil

daerah.
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(2) Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempakan恥/Kin.

(3) Pelaksana Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

mempakan pegawai nege正sipil daerah y紬g mendapat kuasa

untuk menggunakan KKPD dari PA/Kin.

(4) Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)

mempakan BP/BPP.

(5) Dalam hal terdapat Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan/atau Administrator KKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pegawai yang ditunjuk

melaksanakan tugas恥/K払d紬/atau melaksanakan tugas

BP/BPP sesuai deng紬　ketentu紬　peratur紬　peⅢnd紬g-

undangan, sebagai pe皿egang KKPD dan Administrator KKPD.

(6) P匂abat pemegang KKPD ditetapkan dalam surat keputusan Wali

Kota, dan SK tersebut tetap berlaku selama pemegang KKPD

tersebut masih me可abat di instansi yang bersangkutan.

BABV

PENGAJUAN,PENERB工TAN, DAN PENGGUNAAN

KKPD

Bagian Kesatu

Peヰa垂ian Ke寄a Sama

Pasal21

(1) PPKD selaku BUD menu垂uk b狐k yang me垂adi penempatan

RKUD sebagai B紬k Penerbit KKPD sesuai dengan ketentuan

peraturan pem皿d紬g-unda皿gan.

(2) Bank Penerbit KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempakan bank y狐g sama deng紬bank penempatan RKUD

(3) Berdasark孤penu可uk狐bank sebaga王mana dimaksud pada

ayat (1), PPKD selaku BUD皿embuat peヰa垂i劃ke互a sama

dengan pejabat Bank Penerbit KKPD.

(4) Perjanjian kerja sama sebagainana dimaksud pada ayat (3)

paling sedi貼t皿emuat:

a. de揖nisi;

b･ t可uan pe亘a可i紬ke車a sama;

c. ruang lingkup peljanjian keq’a sana;

d･ pagu jenis bela車a y紬g bisa dibayark狐melalui UP din

besaran fasilitas kredit (credit line) SKPD;

e･ hak dan kew争jiban PPKD selaku BUD dan Bank Penerbit

KKPD;

/.tata ca7調...



f. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD;

9. jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak;

h･ penyelesaian perse重isihan d紬hukum y狐g berlaku;

i･ jangka waktu p印a刊宣an;

j･ berakhimya dan a貼bat pengak址r紬p印a刊Ian;

k･ alamat dan wakil para pihak;

1. referensi;

m. keadaan kahar (force majeure); dan

n･ kerahasiaan inめmasi/data; dan

〇･ ketentuan penutup･

(5) Perjanjian kelja sana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dan pejabat Bank

Penerbit KKPD.

Pasal22

(1) D瓢am h瓢bank penempatan RKUD sebagaimana dimaksud

dalan Pasal　21 ayat (2) belum memiliki kewenangan

menerbitkan Ka巾u Kredit,bank penempatan RKUD melakukan

ke巧a sama dala皿penerbitan KKPD dengan bank badan umum

milik neg紬a yang telah memperoleh izin sebagai penerbit Kartu

Kredit da五〇toritas yang berwenang･

(2) Dalam rangka ke重ja sama dengan bank badan umum milik

negara dal劃penyediaan KKPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), bank penempatan RKUD membuat perjanjian kerja

sama dengan b紬k badan umum milik negara･

(3) Peljanjian kelja sana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedi瞳t memuat:

a. de組nisi;

b･ t可uan peヰa巧i紬ke車a sama;

c･ ruang lingkup pe重ja可ian ke重ja sama;

d･ pagu jenis bela垂a yang bisa dibayarkan melalui UP din

besaranぬsilitas血edit (credit line) SKPD;

e. hak dan kewajiban SKPD dan Bank Penerbit KKPD;

f. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD;

9. jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak;

h･ penyelesaian perselisih狐dan hukum yang berlaku;

i･ jangka waktu p印a叫i狐;

j･ berakhimya dan akibat penga血iran pe重〕a刊i紬;

k･ alamat dan wa貼1 para pihak;

L surat re危rens宣;

m. keadaan kahar (force majeure);

n･ kerahasiaan inめ調asi/data; dan

〇･ ketentuan penutup.

(4) Peljanjian keq’a sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditandatangani oleh p匂abat bank penempat紬　RKUD dan

p匂abat bank badan umum milik negara Penerbit KKPD.
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(5) Ke章ja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

paling lama 5 (lima) t血un atau sesuai deng紬kriteria y紬g

ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang mengelu紬kan izin

penerbitan Kartu Kredit.

Bagian Kedua

Penetapan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD

Pasal 23

(1) Berdas紬k紬　pe車a垂ian ke重ja sama SKPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), PA menyampaikan Daftar

Usulan KKPD dan Da髄ar Usulan Administrator KKPD kepada

PPKD selaku BUD.

(2) Da允ar Usulan KKPD d紬Da允ar Usulan Administrator KKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat:

a･ mama d紬NIP pemeg狐g KKPD;

b. tempat dan tanggal 1ahir pemegang KKPD;

c･ jabatan pemegang KKPD;

d･ kewenangan pemegang KKPD;

e･ batasan bela可a (limit) KKPD untuk masing-masing

pemegang KKPD;

f. alamat surat elektronik pemegang KKPD;

g･ nama dan NIP Adm血istrator KKPD;

h. tempat dan tanggal 1ahir Administrator KKPD;

i･ jabatan Administrator KKPD; dan

｣. alamat surat elektronik Administrator KKPD.

(3) Usulan Pemeg紬g KKPD dan Administrator KKPD disesuaikan

dengan surat keputusan kepala daerah tentang penetapan pA,

K弘, BP dan BPP pada SKPD.

(4) PPKD selaku BUD menyiapkan usulan Da允ar Pemegang KKPD

dan Administrator KKPD untuk disampaikan kepada Wali Kota

untuk diteぬpk狐dengan keputusan Wali Kota.

(5) Masa berlaku KKPD mengikuti ketentuan yang berlaku pada

bank penerbit KKPD.

Bagi紬Ketiga

Pengajuan KKPD

Pasa工24

(1) Berdasarkan keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud

dalam pasal 23 ayat (4) PPKD selaku BUD mengajukan Surat

Pemohonan Penerbitan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD

dengan melamp正kan :
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a. Surat Referensi dari pA/KPA;

b･めmu止r apl址asi KKPD da正bank berkenaan;

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dari

恥/Kin;

d･ねtokopi NⅣp払/Kin;

e･ Surat Keputusan Wali Kota tentang Bes紬an UP SKPD; dan

f･ Surat Keputus紬恥.

(2) Surat Pemohonan Penerbitan KKPD dibuat sesuai deng組

めmat tercantum dalam L劃p宣ran yang mempakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan W瓢i Kota ini.

(3) Surat Re艇rensi dibuat sesuai denganめrmat tercantum dalam

Lamp宣ran yang mempakan bagian tidak te呼isahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

B狐k Penerbit KKPD

Pasal25

(1) Bank Penerbit KKPD melakukan veh静kasi Surat Permohonan

yang d車ukan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1).

(2) Ver範kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk

perset巾uan pembe正an batasan bela可a KKPD yang disesuaikan

dengan ke坤akan B紬k Penerbit KKPD dengan

me皿pe血皿bangkan Surat Keputusan W瓢i Kota tent紬g Besaran

UP SKPD.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

selesai dilaksanakan paling lambat 6 (enan) hari kelja setelah

Surat Permohonan Penerbitan KKPD diteri皿a oleh Bank

Penerbit KKPD.

(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terpenuhi, B狐k Penerbit KKPD menerbitkan:

a. KKPD;

b. Rekapitulasi penerbitan KKPD; dan

c･ tanda terima KKPD, untuk diserahkan kepada PPKD selaku

BUD.

(5) Penerbitan KKPD, rekapitulasi dan tanda terima KKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 6

(enam) hari ke巧a setelah hasil ve正鯖kasi te呼enuhi.

(6) Bank Pencrbit KKPD me叫yerahkan KKPD kepada PPKD selaku

BUD, p瓢ing lambat 1 (satu) ha正ke車a setelah KKPD diterbitkan.

Pasaさ26…



Pas血26

(1) Dalam hal ve臆kasi sebagaim紬a dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, B狐k Penerbit KKPD menolak

sebagian atau selumh pemohon紬penerbitan KKPD dengan

menyampaikan surat pembe正ahuan penolakan kepada PPKD

selaku BUD.

(2) Penyampaian surat pemberitahuan penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disanpaikan paling lambat 1 (satu) hari

kerja setelah berakhimya proses verifikasi.

(3) PPKD selaku BUD memperba亜dan melengkapi persyaratan

permohonan penerbitan KKPD dan menyampaikan kembali

kepada B紬k Penerbit KKPD untuk proses veri能asi lebih la巧ut.

Bagian Kelima

Aktivasi dan Pengguna紬KKPD

Pasal27

(1) Pemegang KKPD menggunakan KKPD sesuai dengan

kewenangan調ya setelah terlebih dahulu dilakukan aktivasi kartu

dan PIN KKPD untuk pe轟ama kali.

(2) Aktivasi KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Administrator KKPD atau皿asmg-masing Pemegang KKPD

melalui call center/ 1ayanan pesan singkat (Short Message

SeⅣice) / sarana lainnya.

(3) Request/aktivasi PIN KKPD dilakukan oleh Administrator KKPD

atau masing-masing Pemegang KKPD melalui call

center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/sarana

lainnya.

Pasal 28

(1) Setelah a比ivasi Kartu dan PIN selesai dilakukan, status KKPD

secara otomatis aktif dan slap digunakan.

(2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pad ayat (1)

dilakukan untuk pembayaran belanja barang dan jasa serta

bela可a modal sebagai皿ana dimaksud dalam Pasal 18.

(3) Bela垂a men籠unakan KKPD,hams mempriohtaskan barang dan

｣asa yang ada di kat血og elektronik.

(4) Bela可a menggunak狐KKPD, sudah hams memperhitungkan

pajak-pajak (PPN/Pajak Daerah) yang menjadi beban APBD.

(5) Belanja menggunakan KKPD diwajibkan kepada rekanan yang

telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
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(6) Batas penyetoran pajak baik yang dilakukan oleh BP/BPP

maupun oleh penyedia/pe垂ual selambat-1ambatnya sebelum

tagihan (e-billing) diterbitkan.

(7)阻usus untuk bul紬　Desember tahun　紬認ar紬, bela可a

menggunakan KKPD dibatasi selanbat-lambatnya tanggal 15

Desember tahun berkenan dan pembayaran atas penagihan

dilakukan selambat-1ambatnya tan務al 30　Desember tahun

berkenaan.

Pasal 29

(1) Pemegang KKPD membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda

tangan (signature panel) yang terdapat pada bagian belakang

KKPD.

(2) Pemegang KKPD merahasiakan nomor kartu, PIN, Card

Veri最cation V粗ue (C叩d紬masa berlaku KKPD.

(3) Secara periodik Pemegang KKPD aktif meme正ksa kondisi dan

rincian transaksi KKPD untuk memastikan tidak terdapat

transaksi yang salah/tidak diakui (dispute).

(4) Dalam rangka pengaman紬　penggunan KKPD dilarang

memberikan infb調asi mengenai data diri dan transaksi KKPD

kepada siapapun.

(5) Dalam hal KKPD digunak紬untuk transaksi, Pemegang KKPD

mengutamakan pembelian bar紬g力asa yang mempakan produk

dalam negeri.

(6) Dalam hal KKPD tidak dipergunak劃　dalam jangka wak山

Iama,Pemegang KKPD dapat mengajukan permohonan

penonak劇kan kepada Administrator KKPD dan menyimpan

KKPD ditempat yang a血an.

BABVI

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKPD

Bagian Kesatu

Penatausahaan Bukti-Bukti

Pasal 30

(1) Pelaksana Kuasa Pen幾una mengumpulkan dokumen bela可a

yang menggし嘉nakan KKPD bempa:

a･ Tagihan (e-bil虹ng)/Da鮮紅Tagihan Sementara;

b･ Surat Tugas/undangan rapat/ Surat Pe重jalanan

Dinas/ Pe重ja垂ian/ Kontrak;dan

c･ bukti-bu虹i pengeluaran.

β)Dqβa｢..



(2) Daftar Tagihan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihasilkan dari sistem perbankan Bank Penerbit KKPD,memuat

inめrmasi :

a･ nama pemegang Ka正u Kredit;

b･ nomor KKPD (account number);

c･ tanggal cetak Da請紬Tagihan sementara;

d･ tanggal transaksi (transaction date);

e･ t紬ggal pembukuan (posting date);

f･ keterangan (desc正ption);

g･ nilai tr紬saksi (amounts); dan

h･ sub total tagihan.

(3) Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huⅢf c meliputi bukti pembelian/pembayaran sesuai dengan

peraturan pemndang-undangan.

(4) Berdas紬kan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

PPTK selaku pelaksana pengguna KKPD membuat da請狐

Pengeluaran Riil Belanja menggunakan KKPD;

(5) Da允ar Penge血狐紬　Riil Bela可a menggunakan KKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) humf a sesuai dengan

fomat tercantum dalan Lanpiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Ba由an Kedua

Penagihan dan Penyelesaian Tagihan

Pasal31

(1) PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD menyampaikan

Da允ar Pengeluar紬R珊Bela垂a men劉nakan KKPD dilampin

dokumen bela巧a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30年yat

(1) kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD paling

lambat　2 (dua) ha正　ke互a setelah Tagihan (e-billing/Da請紬

Tagihan Sementara dite正ma da瓦Bank Penerbit KKPD.

(2) Berdas紬k紬　Da紅ar Pengelu紺an Riil Bela巧a menggunakan

KKPD beserta dokumen sebaga王mana dimaksud pada ayat (1),

PPK-SKPD/ PPK置unit SKPD皿elakukan ve舶kasi terhadap:

a･ kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran

atas beban APBD;

b･ keben紬an materiil dan perhitungan bukti-bukti

p engeluaran ;

c. kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan

Sementara termasuk memperhitungkan kewajiban penerima

pembayaran kepada negara;

d･ kesesuaian per血t皿g狐ant紬a bukti pengeluaran dengan

Ta由han (e-billing) / Da紅組Tagihan Sement虹a;

e･ kesesuaian jenis bela垂a y狐g dapat dibayark紬　dengan

KKPD; dan
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青　kesesu証an spes範kasi teknis d劃volume barang/jasa dalam

pe寄a可ian/kontrak, dokumen serah te瓦ma b紬ang/jasa, dan

bar紬g/jasa yang diserahkan oleh pe叫yedia bar紬g/jasa.

(3) Berdas紬k紬　has遭　ver捌岨si, PPK-SKPD/PPK-unit SKPD

menyiapkan NPD KKPD dengan dilampiri DPT KKPD serta bukti-

bukti penge山紬an untuk sela垂utnya dis劃paikan kepada

払/ K払untuk dit孤datangani d狐disahkan.

(4) NPD KKPD sebagainana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit

皿emuat :

a･ t紬ggal dan nomor NPD KKPD;

b. jumlah tagihan KKPD yang dibayarkan;

c･ nomor rekening Bank penerbit KKPD;

d･ peruntukk狐pe皿bay紬an;

e･ dasar pembayaran;

f･ pembeb紬an紬ggaran; dan

g･ ta皿ggal set巾u/1unas bayar se轟a penandat紬g紬NPD KKPD.

(5)in/ K払mengesahk紬sebagian/ selumhnya bukti-bukti

pengeluaran dan D門KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan menandatang紬i NPD KKPD.

(6) D門KKPD sebagai皿ana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesua王

dengan fomat tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peratur孤Menteri血i.

Pasal 32

(1) Dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak

me皿enuhi ketentuan,PPK-SKPD/ PPK-unit SKPD menolak bukti-

bukti pengeluaran dimaksud dan disampaikan kepada PPTK

selaku pelaksana kuasa pen幾叫na KKPD melalui surat

pemberitahuan penolakan paling lambat 3 (tiga) hari ke巧a

setelah daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD

diterima.

(2) PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD memperba亜dan

melengkapi bukti-bukti pengeluaran riil belanja menggunakan

KKPD dan皿enyampaikan ke血bali kepada PA/KPA melalui PPK-

SKPD/PPK unit SKPD untuk proses ver亜kasi lebih la垂ut.

(3) Surat Pemberitahuan Penolak狐sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dibuiat sesua王denga皿めmat tercantum dalam L劃piran

yang皿empa瓦an ba由a調tidak terpisahkan dari Peraturan W瓢i

Kota ini.

Pas血33

PA/RTA menyampaikan NPD KKPD yang dilampiri DFT KPD dan

bukti-bukti pengelu紬an bela垂a yang telah disahkan sebaga王m紬a

dimaksud dala皿駿sal 31 ayat (4) kepada BP/BPP p軸心g lambat 1

(satu) hah keヰa setelah diterbitkan da皿dilampih dengan dokumen

yang lengkap da皿sah.
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Bagian Ketiga

Peng可ian Nota Pencairan Dana

Pasal 34

(1) Berdas紬k狐NPD KKPD yang dila皿piri DPT KKPD dan bukti-

bukti pengeluaran belanja yang telah disahkan sebagaimana

dimaksud dal劃Pasal 33, BP/BPP melakukan:

a･ peng閏ian atas NPD KKPD dan DPT KKPD;

b･ peng可ia皿ketersediaan dana UP KKPD; dan

c. penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak

atas tagihan da重紬NPD KKPD.

(2) Peng可ian atas NPD KKPD dan DPT KKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat(1) humf a meliputi:

a･ penelitian kelengkapan perintah pembay紬an yang

diterbitkan oleh PA/KPA;

b･ pemeriksa紬keben紬an atas hak tagih, meliputi:

1) pihak yang ditu可uk untuk mene正ma pembay紬an;

2) nilai tagihan yang harus dibayar;

3) jadwal waktu pembayaran;dan

4) ketersediaan dana yang bersangkutan.

c･ peme正ksaan kesesuaian pencapa宣an keluaran antara

spesi鯖kasi teknis y紬g disebutkan dal劃　pene正maan

b狐ang/jasa dan spes抽kasi teknis yang disebutkan dalam

dokumen pe重ja可ian/ kontrak; dan

d. pemeriksaan dan peng叩lan ketepatan penggunaan kode

rekening an箆aran atas pengeluaran･

(3) Dalam hal peng可ian NPD KKm dan D門KKPD telah memenuhi

persyaratan, BPP menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD

yang diterbitkan oleh Kin　kepada BP untuk penga夢uan

pemintaan penggantian UP KKPD kepada払･

(4) Berdas紬kan basil ver範kasi NPD KKPD dan D門KKPD y狐g

diterbitkan払sebagaimana dimaksud pada争yat (2) dan NPD

KKPD dan D門KKPD yang diterbitkan oleh K払sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), BP mengajukan permintaan

penggantian UP KKPD kepada払.

(5) Pengajuan permintaan penggantian UP KKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari

keヰa s匂ak NPD KKPD dan DPT KKPD dite正ma.

(6) Dalam hal berdasarkan peng巾ian, NPD KKPD dan DP丁KKPD

tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, BP/BPP

menolak NPD KKPD dan D門　KKPD yang d車ukan din

mengembalikan kepada P門K pal血g lambat 2 (dua) hari ke重ja

sejak NPD KKPD dan DFT KKPD diterima.
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Bagian Keempat

Mekanisme Penerbitan SPP-GU, SPM GU

dan SP2D GU KKPD

Pasal 35

Perminta紬penggantian UP KKPD sebagaim紬a dimaksud dalam

pasal 34 ayat (4) dila血kan dengan mengajukan SPP- GU KKPD

kepada恥melalui PPK-SKPD yang dilampiri NPD KKPD dan D門

KKPD serta dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan

peraturan pemndang-皿dangan.

Pas血36

(1) PPK-SKPD melakukan veh鯖kasi dokumen SPP-GU KKPD yang

disampaikan BP sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-

undangan.

(2) Berdas紬k狐has遭ve亜kasi sebaga王mana dimaksud pada ayat

(1) dokumen SPP-GU KKPD dinyatakan lengkap dan sah, PPK-

SKPD menyiapkan SPM GU KKPD yang dilampiri Draft Surat

Peryataan Tanggung Jawab Mutlak PA dan Surat Peryataan

Verifikasi PPK-SKPD, dan disampaikan kepada PA untuk

dit紬d atangani.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifkasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dokumen SPP-GU KKPD dinyatak紬　belum

lengkap, PPK-SKPD menge皿balikan kepada BP untuk dilengkapi

paling lambat 1 (satu) hah ke重ja setelah doku皿en SPP-GU KKPD

diterima.

Pasal 37

(1)払menerbi此an SPM GU KKPD dan menyampaikan kepada

Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D GU KKPD p粗ing lambat 2

(dua) hari ke寄a s匂ak doku皿en SPP-GU KKPD diterima secara

lengkap.

(2) SPM GU KKPD sebagainana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:

a･ surat pe重yataan t劃ggung｣awab皿utlak恥; dan

b. surat pe重yata孤ve丘馳【asi PPK-SKPD.

Pasal 38

(1) Kuasa BUD melakukan ver脆kasi dokumen SPM GU KKPD

sesuai dengan keten血紬peraturan perundang-undangan･

(2) Berdas紬kan hasil ve正鯖kasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dokumen SPM GU KKPD dinyatakan lengkap, Kuasa BUD

menerbitkan SP2D GU KKPD paling lambat 2 (dua) hari kelja

s句ak dokmen SPM GU KKPD ditehma secara lengkap.

/3/Daねm...



(3) D血am hal berdas紬kan hasil ve亜kasi sebagaim紬a dimaksud

pada ayat (1) do血imen SPM GU KKPD belum dinyatak紬

1engkap, Kuasa BUD皿engembalikan doku皿en SPM GU KKPD

kepada恥paling la皿bat 1 (satu) ha正ke重ja s匂ak diterima

dokumen SPM GU KKPD.

Bagian Kelima

Pembayaran Tagihan KPD

Pasal 39

(1) BP melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pendebitan

rekening BP ke reke調血g Bank Penerbit KKPD p粗ing lambat 2

(dua) hari ke亘a setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk

ke rekening BP.

(2) Dalan hal pada SKPD terdapat BPP, pendebitan rekening BP ke

rekening BPP dilakukan BP paling l狐bat 1 (satu) hari ke車a

setelah pencairm dana SP2D-UP KKPD dite正ma/masuk ke

rekening BP.

(3) BPP melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pendebitan

rekening BPP ke rekening Bank Penerbit KKPD p血ing lambat 1

(satu) ha正keヰa setelah pencairan d孤a SP2D diterima/masuk

ke rekening BPP.

(4) Pendebitan reken血g BP/BPP d遭akukan s匂umlah tagihan yang

hams dibay甜sebagai皿狐a terc紬tum dal劃D門KKPD.

(5) Pendebitan rekening BP/BPP menggunakan:

a･ layanan perbank狐secara elektronik; din

b. cek/bilyet gir○○

(6) Lay孤独Perb狐kan Sec紬a Elektronik sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) humf a bempa:

a･ internet ban虹ng; atau

b. kartu debit.

(7) Biaya y紬g ti皿bul akibat pendebitan rekening penggunaan

Lay紬an Perbankan Secara Elektronik d紬i Rekening BP/BPP

sebagai皿狐a dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibeb孤k紬

pada D払SKPD berkenaan.

Pasal 40

(1) Dalam hal terdapat tagihan KKPD yang belum dibayarkan oleh

SKPD paling singkat 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo

pembay紬an,Bank Penerbit KKPD me叫y狐paikan laporan

tunggakan tagihan KKPD kepada SKPD yang bersangkutan dan

ditembuskan ke PPKD selakし嘉BUD.
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(2) Berdasarkan laporan tagihan KKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), PPKD selaku BUD melakukan koordinasi dengan

SKPD terkait.

(3) Koordinasi sebagaimana d血aksud pada ayat (2) dilakuk紬

untuk meng粗a噺kasi･ menghi皿bau dan mendorong SKPD

melakukan percepat紬penyelesaia皿tagihan KKPD y紬g belum

dibayarkan.

(4) SKPD hams me種yeles証kan tagihan KKPD sebagaim紬a

dimaksud pada ayat (3) paling lanbat 1 (satu) bulan sejak

k○○rdinasi d血akukan dengan PPKD selaku BUD.

Pasal41

(1) Pembayaran atas tagihan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD

yang melebihi tagihan/haknya mempakan keterlanjuran

pembayaran.

(2) Keterla垂uran pembayar紬hams disetorkan kembali oleh Bank

Penerbit KKPD ke rekening BP/BPP untuk penyetoran kemb弧i.

(3) Penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dimintakan oleh Ad皿i正strator KKP kepada Bank Penerbit KKPD

me五九ui surat elektronik dan/atau sarana tercepat　血mya

setelah mendapat perset可uan d紬i払/Kin.

(4) Untuk pemintaan penyetoran kembali sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) , Administrator KKPD harus menginめrmasikan:

a. nilai keterlanjuran pembayaran;

b. no皿or dan nana KKPD;

c･ bukti-bukti pe皿bay紬an/pe皿血dahbuku紬yang sah;dan

d･ nomor rekening BP/BPP untuk penyetor紬Kemb粗i atas

kelebihan pembay紳an tagihan d餌i B紬k Penerbit KKPD.

(5) Dalam hal inめ皿asi pemintaan penyetor狐　kemb粗i

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah

teapenuhi,Bank Penerbit KKPD melakukan penyetoran kembali

ke reken血g BP/BPP dan/atau rekening yang ditu車uk p軸心g

lanbat　5 (lima) hari kelja setelah pengajuan permintaan

penyetoran kembali oleh Administrator KKPD.

(6) Dalam h血　止めmasi pe調intaan penyetor狐　kemb瓢i tidak

te坤enuhi, Bank Penerbit KKPD memberitahuk紬　kepada

Ad皿inistrator KKPD untuk memperba亜pe血intaan pe叫yetoran

kemb粗i sebagaimana dimaksud pada ayat(3)d紬infbmasi

sebagaimana di皿aksud pada ayat (4).

BAB V耽..



BAB VII

BIAYA PENGGUNAAN KKPD

Pasal 42

(1) Bank Penerbit KKPD membebaskan SKPD dari biaya

penggunaan KKPD, meliputi:

a. biaya keanggotaan (membership fee);

b･ biaya pembay紅組　tagihan melalui Teller, ATM, dan e-

bankin8;

c･ biaya pemintaan kenaikan batasan bela垂a (limit);

d. biaya penggantian kartu kredit karena hilang/ dicuri atau

msak;

e･ biaya penggantian PIN;

L biaya c○Ⅳ Bi皿ing statement;

g･ biaya pencetakan t劃bahan lembar tagihan;

h･ biaya keterlambatan pembayar狐;

i. biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat

dibayarkan; dan

j. biaya penggunaan fasilitas airport lounge yang berkerjasama

dengan KKPD.

(2) Dalam pen籠unaan KKPD, biaya yang dibebankan pada APBD

hanya biaya materai.

(3) Pengaturan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dituangkan dalan peljanjian kerja sama penggunaan KKPD

紬t紬a PPKD selaku BUD dengan p匂abat Bank Penerbit KKPD.

BAB V重工I

KETER払N↓uRAN pEMBAyARAN DAN

PENGADUAN PERMASALAHAN

PENGGUNAAN KKPD

Bagian Kesatu

Penyelesaian Atas Keterlanjuran Pembayaran Tagihan KKPD

Pasal 43

(1) Pembayaran a屯s tagihan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD

yang melebihi tagihan/haknya merupakan keterlanjuran

pe mbayaran.

(2) Keterlanjuran pembayaran harus disetorkan kembali oleh Bank

Penerbit KKPD ke rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali.

(3) Penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dimintakan oleh Adm血istrator KKPD kepada Bank Penerbit

KKPD mel瓢ui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya

setelah mendapat perset巾uan dah恥/Kin.
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(4) Untuk pe皿inta狐penyetor劃kemb粗i sebaga王mana dimaksud

pada ayat (3) , Adm血istrator KKPD haⅢs menginめmasikan:

a･ nilai keterla可uran pembayar紬;

b. nomor d紬nama KKPD;

c. bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sa血; dan

d･ nomor reken血g BP/BPP, kepada Bank Penerbit KKPD.

(5) D血a皿　h血　止めrm盆si peminta狐　penyetoran kemb瓢i

sebagaimana di皿aksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah

terpenuhi, Bank Penerbit KKPD melakukan penyetoran kembali

ke rekening BP/BPP pal血g la皿bat 5 (lima) hah ke寄a setelah

peng劉u紬pe皿intaan penyetoran ke皿bali oleh Administrator

KKPD.

(6) Dala皿　h粗inめr皿asi pemintaan pe叫yetor紬　kemb粗i tidak

te中enuhi, Bank Penerbit KKPD membehtahukan kepada

Administrator KKPD untuk me血perba亜pemintaan penyetoran

kemb血i sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan inめrmasi

sebagaimana di皿aksud pada ayat (4).

Bagian Kedua

Pengaduan Permasalahan Penggunaan KKPD

Pasal44

( I) Pemeg紬g Ka轟u Kredit dapat menyampaik紬pengadu狐terkait

pe血asalahan dala皿pen邸naan KKPD.

(2) Pengaduan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sec紬a lisan dan/atau te巾ulis kepada Bank Penerbit Ka巾u

Kredit yang me可adi皿証ra ke亘anya.

(3) Pemasalahan dalam penggunaan KKPD sebagai皿ana dimaksud

pada ayat(1) te車adi d粗am h血:

a. pengenaan tanbahan biaya atas transaksi pembelanjaan

(surcharge) ;

b･ penggesekan ganda (double swipe) atas KKPD;

c･ merch狐t/penyedia melay狐i pen紬ik紬u紬g tunai dengan

men蟹叫nakan KKPD (Gestun) ;

d･ pe皿egang KKPD mengalami perlakuan/penagihan d狐i agen

penagih utang KKPD (debt collector) ;

e･ KKPD hil紬g atau dicu轟(lost紬d stolen card); dan/ atau

pencuhan data/ inめ調asi KKPD secara tidak sah/ilegal oleh

peretas (hacker) atau pihak lain.

(4) Keten観測mengenai tata cara pengaduan dan penyelesai紬

p e rmas alahan penggunaan KKPD in e ngikuti

ketentuan / ke坤ak狐masing-mas血g Perbank紬.

BAB Ⅸ…



BAB重X

pENAR工船N KKPD

Pas瓢45

(1〉 PPKD selaku BUD dapat皿elakukan penarikan KKPD karena

pe項yalahgunaan atau keada紬te正entu Pemeg紬g KKPD ･

(2) Penyalahgunaan KKPD sebagaim孤a dimaksud pada ayat (1)

te寄adi d血am hal:

a. penggunaan KKPD untuk pembayaran selain belanja

operasional se轟a bela垂a皿odal dan bela可a pe車al盆n狐dinas

jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat(2);

b. penggunaan KKPD melebihi batas tertinggi biaya peljalanan

dinas jabatan yang dapat dibayarkan atas beban APBD

sebagaim紬a dimaksud dal劃Pasal 19 ayat (5);

c. penggunaan KKPD untuk pembayaran belanja operasional

d紬bela可a modal tidak sesua王dengan spesi揖kasi teknis

yang disebutk紬d瓢am dokumen penerima狐bar狐g/jasa

dengan spes菰kasi teknis y紬g disebutkan d瓢am dokumen

rencana kegiatan;

d. manipulasi data antara tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan

Sement紬a dengan bu虹i-bu虹i pengeluaran; atau

e･ penar批an uang secara tuna王.

(3) Keadaan te直en血sebagaimana dimaksud pada ayat (I) te重jadi

d瓢a皿h血Pemeg狐g KKPD:

a･ (埴atuhi hukuman disiplin sedang atau berat;

b･ (埴atuhi hukuman yang sudah皿e皿punyai kekuatan hukum

tetap;

c. diberhentikan sebagai Pejabat Negara, Apatur Sipil Negara,

Anggota DPRD,dan Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 1;

d･ sakit berkep軸工事angan;

e. meninggal dunia;

f. tugas belajar; atau

g･ mutasi/be呼indah tempat ke重ja.

Pasal 46

(1) Dal劃　h粗　berdas紺kan has虹　peng巾ian terhadap Da紅紬

Pengelu紺an Riil Kegiat紬　Operasion瓢　D狐　Bela垂a Mod粗

Deng紬　KKPD dan/atau Da虹紺　Pengeluaran　馳il Kegiatan

Pe重jalanan Dinas Jabat紬　Dengan KKPD bese巾a dokumen

pendukung sebagaimana dimaksud d血am Pasal 31, terdapat

indikasi peny血ahguna紬KKPD,恥melakuk狐ve五島kasi atas

indikasi peny血ahgunaan KKPD.
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(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),払menerbitkan Surat Pehngatan kepada Pemegang KKPD

dalam hal teljadi penyalahgunaan KKPD.

(3) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterbitkan dengan ketentuan:

a･ Surat Peringatan Pertama diterbitkan d瓢am hal Pemegang

KKPD melakukan peny瓢ahgunaan KKPD untuk pertama

kalinya; dan

b･ Surat Pe正ngatan Kedua diterbitkan dalam hal Pemegang

KRTD mengulangi penyalahgunaan KKPD.

(4) Peny劃paian Surat Pe正ngatan Pertama sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) humf a atau Surat Pe正ngatan Kedua sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak menghilangkan kewajiban

untuk menyelesaikan a瞳bat yang timbul atas penyalahgunaan

KKPD.

Pasal 47

Pena正kan KKPD k紬ena peny瓢ahgunaan dilakukan dalam hal:

a･皿emenuhi k正te正a keadaan te虹entu sebagaimana dimaksud

dalam Pas血45 ayat(3);

b･ Pemegang KKPD telah mene正ma Surat Peringatan Pertama dan

tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 ayat (4);atau

c･ Pemegang KKPD te宣ah menehma Surat Pe轟ngatan Kedua･

BABX

PE N GAWASAN

Pasal 48

(1) PPKD selaku BUD melakukan pengawasan secara internal atas

kewajiban pembayaran tagihan KKPD agar tidak melewati batas

waktu/jatuh tempo pembayaran.

(2) PPKD selaku BUD menetapkan standar operasional prosedur

terkait nor皿a waktu pen幾叩naan, penyelesaian tagihan, dan

pertanggun割awab紬KKPD dengan berpedoman pada ketentuan

peraturan per皿ndang-undangan;

BAB XL…



BABX重

MONITOR重NG DAN EVALUASI

Bagian satu

Monitoring Oleh Peme正ntah Daerah dan

Kemente正an D瓢劃Negeri

Pasal 49

(1) Peme正ntah Daerah dan Kementehan Dal劃　Negeri mel血ui

Direktorat Jender瓢　B血a Keuangan Daerah melakukan

monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pe皿bayaran bela可a

daerah menggunakan KKPD secara berjenjang dan berkala.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembayaran dengan

KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan･

(3) Wali Kota menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD

kepada gubemur.

Bagi紬Kedua

Monitoring dan Evaluasi Oleh PA

Pas瓢50

(1) PPKD selaku BUD melakukan monitoring dan evaluasi

pelaks紬aan :

a･ ke互a sama, surat perset可uan/pembahan perse巾uan

besar狐UP KKPD;

b. status KKPD;

c･ jumlah dan total limit KKPD yang diset可ui oleh Bank

Penerbit KKPD;

d･ hngkasan bela垂a dan pembay紺an;se轟a

e. hambatan dan Kendala.

(2) Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD secara

triwulanan,semesteran dan tah皿an secara triⅥulan狐kepada

Wali Kota.

Bagian Ketiga

Monit〇五ng dan Ev瓢uasi oleh SKPD/PPKD

Pasal51

(1) Kuasa BUD　rnelakukan k○○rdinasi dengan SKPD, terkait

percepatan penyelesaian ta産h劃KKPD yang belum dibayarkan.

(2) PA/KPA melakukan evaluasi pembayaran dan penggunaan

KKPD.

Pusa! 52...



Pasal 52

(1) Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembay紬an dengan KKPD Tingkat SKPD sesuai

dengan fomat tercantum dalam Lampiran, PPKD melakukan:

a. evaluasi pe皿bayaran dan pen劉naan KKPD oleh恥;dan

b･ penyusun紬　Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan

Evaluasi Pelaks狐aan Pembayaran dengan KKPD Kota

Sibolga.

(2) Dalam penyusunan Rekapitulasi Laporan Hasil Monit〇五ng dan

Evaluasi sebagai dimaksud ayat (1) huruf b, PPKD dapat

melakukan k○○rdinasi dengan SKPD i

(3) Dalam hal PPKD belum mene正ma Lapor紬Hasil Monitoring din

Ev粗uasi Pelaksanaan Pembay紬an dengan KKPD Tingkat SKPD,

PPKD meminta SKPD untuk melakukan percepatan

pe叫yampai弧laporan dimaksud･

(4) PPKD menyampaikan Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan

Ev粗uasi sebagaimma dimaksud pada争yat (1) kepada Wali Kota

paling lambat　5 (lima) hah ke重ja setelah Laporan Hasil

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD

Tingkat SKPD diterima･

(5) Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembay紬an dengan KKPD Kota Sibolga dibuat

sesuai dengan　めrmat terc紬tum dalam Lamp宣ran yang

meⅢpakan bagian tidak te岬isahkan da正Peraturan Wali Kota

ini.

BABX重工

KETENTUAN払IN-払量N

Pasal53

(1) Ketentuan pembayaran dan penggunaan KKPD sebagaimana

diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dikecu瓢ikan bagi SKPD

yang memenuhi khte正a tidak terdapat penyedia barang/jasa

yang dapat mene正ma pembayaran dengan KKPD melalui mesin

Electronic Data Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat

pemyata紬dari恥･

(2) Bank penempatan RKUD berk○○rdinasi dengan lembaga yang

berwenang mengelu紬kan izin penerbit紬Kar山Kredit dalam

rangka percepatan kemandirian d瓢am menerbitkan KKPD ･

(3) Pemrosesan transaksi dan penyelenggaraan KKPD dilakukan

oleh bank dan/atau pihak terkait dengan memperhatikan

pengaturan k虹tu虹e血t sebagai瓢at pembay紬an sesuai dengan

ketentuan peraturan ot〇五tas di bid孤g sistem pembayaran･



BABX重量I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan･

Agar setiap orang yang mengetahuinya,　memerintahk紬

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dal劃Berita Daerah Kota Sibolga･

Ditetapkan di Sibolga,

Pada tanggal 05 Juni 2023

WALI Ko皿s工BOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga

pada tanggal 05 Juni 2023

sEKRE船RIs DAERAH Ko皿s賞BOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BER工船DAERAH Ko皿s工BOLGA払HUN 2023 NOMOR 499

Salinan sesuai dengan aslinya

LAMP朋N…



LAMP重RAN

PERATURAN WAL量KOTA SIBOしGA

NOMOR 3工船HUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYEしENGGARAAN

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DARAM PELAKSANAANANGGARAN

pENDA払TAN DAN BE払NJA DAERAH

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

KOPSURAT 

SKPD 

Sehubungan dengan pen提iuan Uang Persediaan (UP), yang bertandatangan di bawah ini

1. Nana

2. Jabatan

3. SKPD

4. Daerah

Dengan ini me叫yatakan bahwa:

1･BesarUPSKPDyan宝di年iukanuntukTahunAnggaran…adalahseba 劔冏aiberikut: 

No ���W⑲�PaguJenis ���*ｷTｦV譌2�PaguJenis �&W6�&��Pe｢ub繍han �&76�&�藏��BesaranUPKartu KreditPemerintah 

Bela可ayang �&Vﾆ��&�丿6r�Bela叫ayang 剽GV����F�R�Daerahatau 
dlbayark劃 問�besaranUP ��Vﾖ&�����

dapat 芳���B�劔PerubahanBesaran 
melaluiUP 俵�4ｵ��mela皿paui �&W6�&�藏��

dibayark貧n 芳�&���&ｶ���劔UPKKPD 
DPA 剩ｶ�'GTｷ&VF唯�D �&W6�&�藏��皿nai 

皿elaluiUP 蒙Vﾆ�ﾇV俵��劔(40%)/Pe調bahan 
Pemerintah ��W&'Vﾆ��SKPD 茶c�R禎�W'V&���

dalam1(satu) 膝V��芳�ﾆ�ﾒ�劔ProporsiUPKartu 
Daerahdal紬 問�perbulan ����V���'6��

tahun ���6�GR友�Ⅲ��劔KreitPemerint 
1(satu)tahun 剳U�GV�����Daerah 

(6) 茶r��(8) 茶鋳�(10) 茶����(12) 茶�2��(14) 

1. �� �� �� �� 

2. �� �� �� �� 



2. UP tersebut akan dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD dan/ atau

membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui pembayaran LS.

3･ Bersedia untuk menyetorkan ke kas Daerah melalui BP, bes紬an /juml血potongan UP Tunai yang tel血ditetapk紬

Wali Kota atau melakuk紬pemotongan atas penggantian UP皿nai yang diajukan sebesar jumlah potongan y紬g telah

ditetapk紬Wali Kota sebagai a貼bat tidak melakuk紬pen箆anti紬(revolving) UP Tunai minimal 1 (satu) k瓢i dalam 1

(satu) bulan s匂ak SP2D-UP Tunai diterbitkan.

4･ Bersedia dilakukan pemotongan besaran UP KKPD sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total bes紬an/proporsi

UP KKPD yang telah disetujui oleh Wali Kota sebagai akibat ditemukannya ketidaksesualan pelaksanaan pembayaran

dan penggunaan KKPD dengan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD Tingkat

SKPD.

5･ Mematuhi bes紬an UP Tunai/perubahan bes紬紬UP Tunai se轟a bes紬an UP KKPD /perubahan besar紬UP KKPD

y袖g telah dise巾ui oleh Wali Kota d孤men認unakan叫ya sesuai deng紬ketentuan peratur紬y紬g telah ditetapkan.

Dem亜an pemyataan ini saya buat dengan seben紬-benamya･

Sibolga出川出川出川.川出向,.川..両川用..川.

Pengguna Anggar狐,



PETUNJUK PENGISIAN

No 俵$�����

(i) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ��V誚wV���誚v�&�竊問停�

(2) 認沫6芳V誚�跖ｦ6�4ｵ�B��

(3) 認沫6芳V誚�荐�&�F�粐�

(4) 認沫6芳V誚�荼��6�&�v���

(5) 認沫6芳V誚�蹤�Ⅲ��隸F�&��&Xﾍﾖ�ﾆ�粐�

(6) 認沫6芳V誚�跏��'VﾗB��

(7) 認沫6芳V誚�蹤��ﾅ��wTIZU4ｵ�B��ﾆ�ﾕ'W���ｒ��

(8) 認沫6芳V誚����z�ｦV譌6&Vﾆ��&���誚F���FF�&���&ｶ�贍Vﾆ�ﾇV俵�6Vﾈﾚ�&����6�GR友�Ⅲ竊F�ﾆ�ﾕ'W���稲R�

(9) 認沫6芳V誚����wVｦV譌6&Vﾆ��&���誚F���FF�&���&ｶ�贍Vﾆ�ﾇV俵�ｽ����6Vﾆ�ﾖ���6�GR友�Ⅲ逍�宥W6V&W6�#c�R�
(enampuluhpersen)daripa留u_jenisbela垂ay孤gbisadibayarkanme鳳uiUP(dalamRupiah). 

(10) 認沫6芳V誚����wVｦV譌6&Vﾆ�讎���誚F���FF�&���&ｶ�贍Vﾆ�ﾇV俵�ｶ�'GTｷ&VF勇�VﾖW&也F�Ё�W&��6Vﾆ�ﾖ���6�GR��tahunyaitusebesar40%(empatpuluhpersen)daripagujenisbelanjayangbisadibayarkanmelaluiUP(dalam 

Rupiah). 

(11) 認沫6芳V誚��&W6�&�藏�4ｵ�G�W&'Vﾆ��6W7V�芳V誚�豸WFV蹠V�襷�ﾆ�ﾕ�W&�GW&�蠣Uｦ噺��ﾖV誚V��彦�F�8ﾚ���
PembayarandalamrangkapelaksanaanAng箆aranPendapatandanBela垂aDaerah(dalamRupiah). 

(12) 認沫6芳V誚���Xuf&����&W9-ｶ�藏�ﾖVﾆ�ﾗ��V�&W95ｶ�藏�4ｵ�G�W&'Vﾆ�逍�誣FVﾆ���6Xｽ�V夫�ﾆ噺����ﾆ�ﾒ�'W���稲R�

(13) 認沫6芳V誚�罎�

a･Bes紬anUP皿naiyaitu60%d紳ibesaranUPSKPDperbulanatau60%dariperubahanbesar弧UPmelampaui 

besaranUPSKPDperbula叫yangtelahdiset可uiWaliKota(dalamRupiah);atau 

b.PerubahanproporsiUPTunalyaituproporsilebihkecil/1ebihbesardari60%dikalikandenganbesaranUPSKPD 

perbulanatauproporsilebihkecil/1ebihbesardari60%dikalikandenganperubahanbes紬anUPmelampaui 

bes紺anUPSatuanKe重japerbulan(d瓢貧mRupiah).Penetap紬perubahanproporsiUP皿naidiberikanolehWa工i 

Kota 

(14) 認沫6芳V諄ｦ3｢�

a･BesaranUPKKPDyaitu40%daribesaranUPSKPDperbulanatau40%dariperubahanbesaranUPmelampaui 

bes組anUPSKPDperbulan 

yangtelahdiset巾uiWaliKota(dalamRupiah);atau 

c･PerubahanproporsiUPKKPDyaituproporsilebihkecil/lebihbesardari40%dikalikandenganbes組anUP 

SKPD 



perbulanatauproporsi 

lebihkecil/1ebihbesardari40%dikalikandenganpembahanbesaranUPmelampauibesaranUPSKPDperbulan 

(dal劃Rupiah). 

Penetap紬pembah孤proporsiUPKKPDdiberikanolehWaliKota. 



8･ FORMAT SURAT pERSETu↓uAN BESARAN UANG pERSED重AAN払RTu KREDIT PEMERINTAH DAERAH SKPD

KOP SURAT

BPK払D / PPKD

Nomor

Siぬt

Lampiran

Hal : Perset巾uan Bes紬紬Uang Persediaan (UP) KKPD

Yth ･ Pengguna Angg紬an

SKPD.……....….…….

Di Sibolga

1. Dasar

a･ Peratur紬Wali Kota Sibolga Nomor…tentang Tata Cara Pembay虹an dan Pengg皿naan KKPD;

b･ Surat Perintah Memb争yar U紬g Persediaan (SPM UP)皿nai Nomor … tan幾al….;

c. Surat Permohonan Perubahan Besaran UP dari PA SKPD.....…Nomor.....… tanggal....; dan/ atau

d･ Surat Pemyataan UP dari払SKPD････…Nomor…･ tanggal･……

2･ Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini diberikan perse巾uan besar紬UP SKPD adalah sebagai

berikut:

No 乘2�Pa8uJenis 凉Y�I~ﾂ�m轟藷 �&W6�(ｦ5U��Pe調bahan �&W6�&�藏�ｴｵ�B�
Bela巾ayang 劔besaranUP ��F�W�Vﾖ&�����

dapatDibayarkan 剳4ｵ�G�W"�mela皿paui �&W6�&�藏�ｴｵ�B�

melalu宣UPdalam 芳�ﾆ�ｮﾘｽ��GR��da霊l豊tu) �'Vﾆ���BesaranUP 鼎�U�W'V&�����

1(satu)tahun 劔SKPDperbulan ��&���'6俵�ｴｵ�B�



(1) 茶"��(3) 茶B��(5) 茶b��(7) 茶ｒ�

1 �� �� �� ��

2 �� �� �� ��

3 �� �� �� ��

4 �� �� �� ��

3･ UP tersebut dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD …….. kode....atas

beban DPA TA... No..... tanggal....….dan tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut

ketentuan hams dilakuk狐dengan Pembayar狐L紬gsung (LS).

4･ Pembayar紬deng孤UP h紬ya dapat dilakukan kepada I (satu) peneri皿a/ penyedia b紬紬g/jasa paling banyak

sebes紬Rp50･00〇･〇00 (lima puluh juta rupiah) kecuali pemb争y紺an untuk uang makan, uang lembur, honorarium,

dan pe重jalanan dinas.

5･ UP KKPD merup盆kan uang muka ke重ja yang diberikan dalam bentuk batasan bela可a (1imit〉虹edit kepada BP/BPP

y紬g pen箆una劃叫ya dilakuk紬dengan KKPD.

6〃 Total batasan bela垂a (limit) KKPD untuk masing-masing SKPD adalah paling banyak sebesar UP KKPD yang telah

idiset可ui.

7･ Mematuhi bes紬an UP KKPD/pemb血紬besaran UP KKPD y迫g telah ditetapkan d紬meng糾nakannya sesuai dengan

ketentuan pera血ran yang telah ditetapk紬･

8･ Tata cara pencairan, pe皿bayar紬, pen終una紬, pertan籠un劉awaban d紬pelaporan deng孤KKPD dal劃rangka

Penggunaan Uang Persediaan agar berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembayaran dan

Penggun貧an Kartu Kredit Pemerintah D盆erah.

Demikian untuk me両adi perhatian.

Kepala BPK払D / PPKD ,

Tembusan :

1. Wali kota

2. .…..…..



PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD

NO 俵$�ﾔ����

(1) 認沫6芳V誚�跏��'W'WB��

(2) 認沫6芳V諄ﾌwF��ﾇ��wTIZU4ｵ�B�Uｦ�ﾕ'W���ｒ��

(3) 認沫6芳V誚����wVｦV譌6&Vﾆ�讎���誚&�6�F�&���&ｶ�贍Vﾆ�ﾇV俵�6Vﾆ�ﾖ���6�GR友�Ⅲ竊F�ﾆ�ﾕ'W���ｒ��

(4) 認沫6芳V誚����wVｦV譌6&Y����&���誚F���FF�&���&ｶ�贍Vﾆ�ﾇV俵�ｴｵ�G6Vﾆ�ﾖ���6�GR友�Ⅲ逍�宥W6V&W9-ｳC�R�
(empatpuluhpersen)daripa宝ujenisbela垂ayangbisadibay紬k紬mel瓢uiUP(dalamRupiah). 

(5) 認沫6芳V諍-ｶ&W6�&�藏�4ｵ�G�W&'Vﾆ��6W7V�芳V誚�豸WFV蹠Y-ｶF�ﾆ�ﾕ�W&�GX��蛆�ﾆ噺��ﾖV誚V��彦�F�6�&��
PembayaranDalamRan蜜kaPelaksanaanAn裳aranPendapatanDanBelaniaDaerah(dalamRupiah). 

(6) 認沫6芳V誚���Vﾖ&�姶6&W6�&�藏�ﾖVﾆ�ﾗ��V�&W6�&�藏�4ｵ�G�W&'Vﾆ�逍�誣FVﾆ���6Xｺ遊夫�ﾆ噺����ﾆ�ﾒ�Rupiah). 

(7) 認沫6芳V誚�罎�

a･BesaranUPKKPDyaitu40%dahbes紬anUPSKPDperbulanatau40%da瓦pembah紬besar紬UPmelampaui 

besaranUPSKPDperbulanyangtelahdiset可uiWaliKota(dalamRupiah);atau 

b･Perubahanbes紬anUPKKPDya王tuproporsilebihkecil/1eb血bes紬dah40%dik瓢ikandenganbes甜紬UPSKPD 

perbulanatauproporsilebihkecil/1ebihbesard紬i40%dikalikandenganpembahanbes紬劃UPmelampaui 

besaranUPSKPDperbulan(dalamRupiah).PenetapanpembahanProporsibes紬anUPTunaidiberikanoleh 

WaliKota. 



c. FORMAT SURAT PERMOHONAN pENERB宣TAN船RTu KREDIT pEMER工N皿H DAERAH

KOP SURAT

BPK払D / PPKD

Nomor

Siぬt

Lam p宣ran

H粗

: Se8era

: Pemohon紬penerbitan KKPD

/わrLggclz, buzc肌, tc血m)

Yth.

Bank..出川..…….…..

Di..…....……...

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor.../2022 tentang Tata Cara Pembayaran dan

Pen謎unaan KKPD,dengan ini kami SKPD････……･…mengajukan pemohonan kepada..… …‥ untuk dapat menerbitkan

KKPD dalam rangka penggunaan Uangpersediaan dengan total batasan belanja (limit) KKPD yang diajukan sebesar Rp..

･‥…‥Adapun pagu D払皿･･…SKPD･･･…･……sebesar Rp‥･･…‥dan Bes紬an Uang Persedia紬sebes紺Rp…･…･ ･…………

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan‥

a. surat referensi;

b･めrmulir aplikasi KKPD;

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

d.めtokopi NPWP;

e･めtokopi surat perset巾uan bes紬an UP dari BPK払D/PPKD; dan

青　めtokopi surat keputusan penu垂ukkan Pengguna Angg紬an (in).

Demi貼an k劃i sa皿paikan, atas perhatian dan ke寄asamanya diucapk紬terima kasih.

Tembusan :

3. Wali kota

4. .……

Ho血at kami,

払SKPD

Materai Rp 10･000



PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN pENERBI払N KARTu KRED重T PEMERINTAH DAERAH

NO 俵$�����

(1) 認沫6芳V誚�跏��'7W&�E4ｵ�B��

(2) 認沫6芳V誚��)-ｷ��ｶ逍�ﾆ�ﾗ���&��7W&�B��

(3) 認沫6芳V誚�讎�&�F���Vｦ�&�D&�豬�V觚&&優ｴｵ�G��誚ﾖV讎�F蒙宥&�ｶW&ｦ�4ｵ�B��

(4) 認沫6芳V誚�蹤Vﾗ��B���6免程�ﾆ�ﾖ�E4ｵ�B��

(5) 認沫6芳V誚�跏��%�W&�GW(ｦ5v�ﾆ噺��FW&ｶ�唯��

(6) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ�4ｵ�B��

(7) 認沫6芳V誚�豸�U4ｵ�B��

(8) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ�F�W&���

(9) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ�&�豬�V觚&&優ｴｵ�G��誚ﾖXｽ��F蒙宥&�ｶX�ｦ�4ｵ�B��

(10) 認沫6芳V誚�蹤��ﾆ&�F�6��&Vﾆ��&��蒙唯閥ｵ�G��誚H枷Vｶ�踐ﾆV�4ｵ�FｶW��F�&�豬�V觚&&優ｴｵ�B�Uｦ�ﾖ�誚ｶ�停�

(11) 認沫6芳V誚�蹤��ﾆ&�F�6��&Vﾆ�讎��蒙唯閥ｵ�G��誚F��ｧVｶ�踐ﾆV�4ｵ�FｶW��F�&�豬�V觚&&優ｴｵ�B��ﾆ�ﾖⅣ'Vb停�

(12) 認沫6芳V誚�蹤�Ⅲ��誚v�&��&W&ｦ�ﾆ�粐�

(13) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ�4ｵ�B��

(14) 認沫6芳V誚�豸�U4ｵ�B��

(15) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ�F�Y�ｦ��

(16) 認沫6芳V誚��&W6�&����wTE����ﾆ�ﾖ�誚ｶ�停�

(17) 認沫6芳V誚��&W6�&����wTE����ﾆ�ﾖⅢﾖh甁�

(18) 認沫6芳V誚��&W6�&�藏�4ｵ�F&W&F�8ﾚ豸��7W&�G�W'6Xｺ遊��&W9-ｹ-ｵU�F�&�%�ｹZTB���ｴB��ﾆ�ﾙ-ｶvｶ�停�

(19) 認沫6芳V誚��&W6�&�藏�&W&F�6�&ｶ��7W&�G�W'6WGVｧV��&W6�&�藏�F�&�%�ｵ��B���ｴB��ﾆ�ﾖⅣ'Vb停�

(20) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ�4ｵ�B��

(21) 認沫6芳V諍-ｶ��ﾖ��V誚wV���誚v�)-ｺR�

(22) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ�y�V噺����

(23) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ�ｶW�ﾈﾆ�%�ｵ��B���ｴB�



D. FORMAT SURAT REFERENSI

SURAT REFERENSI

Sibolga,用い出川.両

Yth. :

KOP SURAT

BPK払D / PPKD

Hal : Peng劉uan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Mer可uk Perうa可ian Ke宣ja Sama ant紬a. … … … … … … ……

tentang･･…･…･･………………Nomor:〇･･･………･･…･･…･･･　tanggal

permohonan untuk penerbitan KKPD untuk nama-mama sebagai berikut:

. dengan

dengan ini kami mengajukan

NO 比�ﾔ��TGLLAHIR 筈�$�'���JENISKARTU �$��G4��$Tﾄ��4��番稗��

(9) 茶����(11) 茶�"��(13) 茶�B��

Adapun pejabat/pegawai tersebut diatas kami rekomendasikan untuk mendapatkan KKPD yang pembayarannya

ditanggung sepenuhnya oleh SKPD kami sepanjang sesuai dengan ketentuan pembayaran belanja barang atas beban

APBD.

Sela可ut種ya untuk segala hal y紬g terkait dengan penggunaan KKPD untuk SKPD

yang kami tunjuk adalah

Nama

maka Administrator KKPD

Jabatan

Telepon/Fax

Email

Administrator KKPD tersebut dibehkan hak/kuasa oleh Pengguna An幾組an (in) untuk meny劃pa址an kenaikan batasan

bela可a (limit) KKPD secara sement紬a/permanen.



Demiki孤kami sampaikan, atas perhatian dan ke暮jasamanya diucapkan terima kasih.

Homat ka皿i,

SKPD

Matera王Rp 10.000

PETUNJUK PENG量S量AN SURAT REFERENSI

No 俵$�����

(1) 認沫6芳V誚�貳��6��

(2) 認沫6芳V誚�蹤�誚v�ﾂﾆ'Vﾆ�簓F�Ⅲ��V��襷�F�誚����&VfW&V�6停�

(3) 認沫6芳V誚�讎�&�F���Vｦ�&�D&�豬�V觚&&優ｴｵ�G��誡�
me可盆dimitrakeヰ貧SKPD. 

(4) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ�&�豬�V觚&&優ｴｵ�B��

(5) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ�6�GV�荼Xﾔ����

(6) 認沫6芳V誚�躙&�����Xｮ讎��&��荼X9��6�ﾖ��

(7) 認沫6芳V誚�跏��%�X9���&�-ｴｶX9��6�ﾖ���

(8) 認沫6芳V誚�蹤�誚v�ﾆF悠-ｶF�F�誚�譏靕���Xﾔ���&�-ｴｶXｯ��6�ﾖ���

(9) 認沫6芳V誚�跏��'VﾗB��

(10) 認沫6芳V諍-ｶ��ﾖ��VﾖVv�誥ｴｵ�JR�

(11) 認�-ﾇ6芳V誚�蹤�誚v�ﾆﾆ��%�VﾖVv�誥ｴｵ�JR�

(12) 認沫6芳V誚�讎�&�F���VﾖVv�誥ｴｵ�B��

(13) 認沫6芳V諍-ｶｦV譌4ｴｵ�B��

(14) 認沫6芳V誚�跏免�免蒙優ｴｵ�B��

(15) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ�4ｵ�B��



(16) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ��Fﾖ匁�7G&�F�$ｴｵ�BﾆFV誚�豸WFV蹠V�罎�

●Penu可ukanAdministratorKKPDbisalebihdari1(satu)orangsesuaidengankebutuhanSKPDdanSurat 

KeputusanpenetapandariKepalaSKPD. 

(17) 認沫6芳V誚�讎�&�F���Fﾖ匁�7G&�F�$ｴｵ�B�

(18) 認沫6芳V諄ｦ6踐ﾖ�'FVﾆW���,ｨuﾔ�Fﾖ匁�7G&�蹤�$ｴｵ�B��

(19) 認沫6芳V誚���ﾆ�ﾖ�FVﾖ�牝�Fﾖ匁�7G&�F�$ｴｵ�JTF沫6芳V誚�跏�ﾖ�4ｵ�B��

(20) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ��V誚wV���誚y-ｶ�鶻�

(21) 認沫6芳V誚�蒻���V誚wV���誚y-ｶ�鶻�



E. FORMAT BERI皿ACARA SERAH TER工MA KARTu KRED工T pEMER工N恥H DAERAH

KOP SURAT

pEMER重N船H Ko皿s重BOLGA

BERITA ACARA SERAH TERIMA

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Nomor:

Pada ha正ini･……………tanggal……･tahun…………bertempat di･…………,Kami yang bert孤da t紬gan dibawah ini‥

重.　Nama

N重P

P紬gkat / Col ･ Ruang

Jabatan

Dalam hal ini bertindak selaku PPKD untuk sela可utnya disebut sebagai PIⅡAK PER皿MA

重工.　N劃a

N重P

Pangkat/ Gol･ Ruang:

Jabatan

Dalam h粗ini bertindak selaku Pemegang KKPD untuk sela可utnya disebut sebag証P重HAK KEDUA

Telah melakukan serah terima b紬紬g bempa KKPD deng孤ketentu紬sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal di

bawah ini:

Pasal 1

hak t｢i皿nnn凪oÅiuscra重工KanqannnÅhruLJ∪Åmenenmana比atast3arangDerupa: 

No 疲�ﾖ�)-ｶ�誡�NamaPemegangKKPD 疲��$ｴｵ�B�Jumlah 

(1) 茶"��(3) 茶B��(5) 

PIHAK KESATU serahkan d劃P重HAK KEDUA in



Pasal2

Dengan ditandatangamnya Berita Acar盆Serah Terima ini maka tanggung ｣awab penggunaan Bar紬g sebagaimana

tersebut dalam Pasal 1 beralih dah PIHAK PER船MA kepada P重HAK KEDUA

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat sebagal bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bematerai dan mempunyai kefuatan

hukum yang samabagi P重HAK PER船MA dan P量HAK KEDUA.

P重HAK KEDUA,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PIHAK KESATU,

materai Materai

N劃a:･冊･川･出向時出川..(6)...

PETUNJUK PENG重S重AN

BERITA ACARA SERAH TER工MA船RTu KRED重T pEMERIN恥H DAERAH

NO 俵$�����

(1) 認沫6芳V誚�跏��'VﾗB��

(2) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ�&�&�誣��誚F�6W&�⑦W&蒙�ｶ�鶻�

(3) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ��VﾖVv�誥ｴｵ�JR�

(4) 認沫6芳V諍-ｶ踐ﾖ�$ｴｵ�B��

(5) 認沫6芳V誚�讒Vﾖﾆ��)-ｶ�誡�ｵ�G��誚F�6W&�⑦W&蒙�ｶ�粐�

(6) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ��売�ｴｴTET���

(7) 認沫6芳V誚�蒻���冓��ｴｴTET�����&免��F�停�

(8) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ���T�ｴｴU4�ER��

(9) 認沫6芳V誚�蓚|･��売�ｵ��T�ｴｴU4�ER����&免��F�停�



F. FORMAT DAF払R PENGELUARAN RI工L KEGIA皿N OpERAs量oNAL DAN BELAN｣A MODAL DENGAN船RTu KRED重T

pEMERIN皿H DAERAH

KOP SURAT

pEMER工N皿H Ko皿sIBOLGA

DA『富AR PENGELUARAN RIIL KEG重A船N OpERAs重oNAL DAN BELAN↓A MODAL

DENGAN払RTu KREDIT pEMERIN皿H DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

NIP

Pangkat /Col. Ru鑓ng

Jabatan

Unit Kerja

Nomor KKPD

Berdas紬kan pembayaran deng孤KKPD dalam rangka penggunaan Uang Persediaan, dengan ini k劃i menyatakan

dengan sesungguhnya bahwa:

1･ Rinci孤pengelu甜an riil kegiat紬operasional d紬bela垂a mod瓢dengan KKPD sebagai berikut:

No �&匁6����V誚VﾇV�&���PembebananAnggaran 劔Bukti 價umlah 
KodeKegiatan 噺�X���WB�KodeKomponen danAkun 標&������ｷV��Ada 彦芳�ｲ� 

(7) 茶ｒ�(9) 茶���"�(11) 茶�"��(13) 茶�B��(15) 

Total �� 劔 � 

2･ Ju皿lah uang tersebut pada紬gka i di a.tas ben紬-benar dikeluarkan untuk pembayaran pe重jal劃an dinas dan apabila

di kemudian ha正terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetork紬kelebihan tersebut ke Kas

Daerah.



Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenamya, untuk dipergunakan sebagaimana mesti叫ya

Mengetahui :

Pemegang KKPD

Sibolga,用用.出川....用

Pelaksanan SPD

pETUN↓uK pENG重s工AN DA『払R PENGELUARAN R工重L KEGIATAN opERAs量oNAL DAN BE払N｣A MODAL

DENGAN船RTu KRED重T pEMERIN皿H DAERAH.

No 俵$�����

1. 認沫6芳V誚�跏�ﾖ��VﾖVv�誥ｴｵ�B�

2. 認沫6芳V誚�蒿���VﾖVv�誥ｶ�'GTｷ&VF勇�VﾖW&也F�ｆ���&免��F�停�

3. 認沫6芳V誚����誚ｶ�B���'V�誦�VﾖVv�誥ｴｵ�B����&免��F���

4. 認沫6芳V誚�讎�&�F���VﾖVv�誥ｴｵ�B�

5. 認沫6芳V誚�躔譌FｶXﾔ���VﾖVy-ｶtｴｵ�B�

6. 認沫6芳V誚�跏��$ｴｵ�B�

7. 認沫6芳V誚�跏��'W'WB��

8. 認沫6芳V誚��&匁6����V誚VﾇV�&�糯G&��6�ｷ6霧W�W&ﾇV��&Vﾆ�讎���W&�6柳��ﾇ��誚F�&���&ｶ�襷V誚�莇ｵ�B�

9. 認沫6芳V誚�讎V譌6&Vﾆ��&�&�&�誚��7&�6柳餠ｦ�F�V&Vﾆ��&�&�(ﾌvv踐踟�W&�6柳��ﾆ�F�V&Vﾆ��&�)?��誡�persediaanataubela垂asewaataubela巾apemeliharaanataubela可amodaldenganni血bela可apalingbanyak 

Rp50･000･000(limapuluhjuta｢upiah) 

10 認沫6芳V誚�豸�VｶVv��F�粐�

11 認沫6芳V誚�豸�V�G�WB��

12 認沫6芳V誚�豸�Vｶ��V觀襷���ｷV粐�

13 認沫6芳V諄ﾌwW&�����ｷV��

14 認沫6芳V誚�蹤�襷�6V蹤�誚���&免�FW&F���F'VｷF��V誚VﾇY-ｶ�鶻�



15 認沫6芳V誚�蹤�襷�6V蹤�誚���&免�F芳�ｷFW&F���F'VｷF��V誚VﾇV�&���

16 認沫6芳V誚�讒Vﾖﾆ���Vﾖ&���&�襷V誚�莇ｵ�B�

17 認沫6芳V誚�蹤��ﾇ�Vﾖ&���&�襷V誚�莇ｵ�B�



G. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEG工A船N pER｣ALANAN D工NAs ↓ABA皿N DENGAN KARTu KREDIT

pEMER量N船H DAERAH

KOP SURAT SKPD

DA『払R PENGELUARAN RI重L KEG重A船N pER↓ALANAN DINAs ↓ABA皿N

DENGAN船RTu KRED工T pEMERIN船H DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nana

NIP

Pangkat /Col. Ruang

J ab atan

Unit Ke互a

Nomor KKPD

Berdas紳kan Surat Pe轟al狐an Dinas (SPD) Nomor

tan昌gal dengan ini kami menyatakan dengan sesun幾uhnya bahwa: :

1. Rincian pengeluaran riil kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan KKPD sebagai berikut:

No �&匁6�����V誚VﾇV�&��� ��Vﾖ&V&���紬Anggaran ��Bukti AdaTidak 肌Vﾖﾆ���

KodeKegiatan 噺�R��G�WB�Kode Komponendan Akun 標&������ｷV�� ��



中 ��
2･ Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pembayaran pe寄alanan dinas dan apabila

di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas

Daerah

Demikian pemyata狐ini kami buat dengan sebenamya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya･

Mengetahui:

Pemegang KKPD, Pelaksana SPD,



PETUNJUK PENGISIAN

DA『払R PENGELUARAN R重量L KEGIATAN pER↓ALANAN DINAs

↓ABA皿N DENGAN恥RTu KRED工T pEMERIN船H DAERAH

NO 俵$�����

(1) 認沫6芳V誚�跏��'W'WB��

(2) 認沫6芳V誚��&匁6����V誚VﾇV�&�糯G&��6�ｷ6霧W�W&ﾇV���W&ｦ�ﾆ���襷匁�6ｦ�&�F�逍�誚F�&���&ｶ�襷V誚�莇ｵ�B��

(3〉 認沫6芳V誚�豸�VｶYu&�I-ｲ��

(4) 認沫6芳V誚�豸�V�G�WJR�

(5〉 認沫6芳V誚�豸�Vｶ���V覃ｦ6�ｷV鶺F沫6芳V諍-ｷW&�����ｷV鶻�

(6) 認沫6芳V誚�蹤�襷�6V蹤�誚���&免�FW&F���F'VｷF��V誚VﾇV�&�鶻�

(7) 認沫6芳V誚�蹣-ｶF�6V蹣-ｶv���&免�F芳�ｷFW&F���F'VｷF��V誚VﾇV�&�鶻�

(8〉 認沫6芳V誚�讒Vﾖﾆ���Vﾖ&���&�襷V誚�莇ｵ�B��

(9) 認沫6芳V誚�蹤��ﾇ�Vﾖ&��?��襷V誚�莇ｵ�JR�



H. FORMAT DA『rAR pEMBAyARAN皿GIHAN恥RTu KREDIT pEMERIN恥H DAERAH

KOP SURAT SKPD

DAFTAR pEMBAyARAN船G重HAN KARTu KREDIT pEMER量N船H DAERAH

BANK..……

No 疲�ﾖ��NomorKKPD 幡V譌4&Vﾆ�{ﾆ��&�&�繧�Rincian Pengeluaran ���embeban ����誚v�&��� 肌Vﾖﾆ����Vﾖ&���&�����ﾆ�ﾗ'W���ｒ�

Kode Kegiatan 噺�R��G�WB�Kode Komponen danAkun 標&������ｷV�� 

(1) 茶"��(3) 茶B��(5) 茶b��(7) 茶ｒ�(9) 茶����

BiayaMaterai* �� �� ��

Total �� �� 茶����

Sibolga,

in, SKPD



PETUNJUK PENGIS工AN

DAFTAR pEMBAyARAN皿G重HAN PEMEGANG

船RTu KREDIT pEMER重N船H DAERAH

NO 俵$�����

(1) 認沫6芳V諍-ｶ踐ﾖ�'VﾗB��

(2) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ�ﾆV誚ｶ���VﾖVv�誥ｴｵ�B��

(3) 認沫6芳V誚�跏��$ｴｵ�B��

(4) 認沫6芳V諄ﾌ�V譌6&Y����&�&�&�誚��W&�6柳��ﾆ�F�V&Vﾆ��&�&�&�誚踐踟�W&�6柳��ﾆ�F�V&Vﾆ��&�&�&�誣�W'6VF�����ataubela両asewaataubela可apemeliharaanataubela可amodaldengannilaibela可apalingbanyakRp50.000.000 

(1imapuluhjutarupiah)ataubelanjabarangperjalanandinasjabatan. 

(5) 認沫6芳V誚��&匁6����V誚VﾇY5ｶ�糯G&��6�ｷ6蘭�誚F�&���&ｹ-ｶFV誚�莇ｵ�B��
*)UntukBiayaMaterai,apabilamasukdalamTagihan(e-billing)/DaftarTagihanSementara,agardimasukkandalam 

rincianpengeluaranuntukdibayarkankepadaBankPenerbitKartuKredit. 

(6) 認沫6芳V誚�豸�VｶVv��F���Vﾖ&V&��-ｶ�誚v�)-ｷF�v昧�莇ｵ�B��

(7) 認沫6芳V誚�豸�V�G�WG�Vﾖ&V&�����誚y?��蹤�v毎ﾌ､ｴｵ�B��

(8) 認沫6芳V誚�豸�Vｶ���V襷���ｷV��Vﾖ&V&�����誚v�&�蹤�v昧�莇ｵ�JR�

(9) 認沫6芳V誚�躙&�����ｷV��Vﾖ&V)-ｶ���誚v�&�蹤�v昧�莇ｵ�B��

(10) 認沫6芳V誚�讒Vﾖﾆ�⊥�誚��ﾗ6F�&��-ｶｶ���F�6&V&����$GV蹠Vｸ葷�6匁rﾖﾖ�6匁u�VﾖVv�誥ｴｵ�B��

(11〉 認沫6芳V誚�蹤��ﾇ��誚��'W6F�&���&ｶ���F�6&V&����$B��



I. FORMAT SURAT pEMBER工船HUAN pENo払船N

KOP SURAT

BPK払D / PPKD

/tc肌ggclz, bz/Zc肌, tc血/rL)

: Se昌era

: Pembehtahuan Penolakan Bukti-bukti Pengeluaran KKPD

di出川..……....

1. Dasar

a･ Peraturan wali Kota sibolga Nomor　　.tentang Tata c紬a pembayaran dan penggunaan KKPD;

b･ Da髄ar Pengelu紺an砧il Ke由atan Operasional Dan Bela垂a Modal Dengan KKPD a.n. ……………dengan nomor

KKPD...….

c. Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan KKPD a.n...........…...dengan nomor Kartu

Kredit Pemerintah

d･ Tagihan (e-billing)/Da綿ar Tagihan Sementara a.n…….…..…dengan nomor KKPD…….

2･ Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas dan berdasarkan hasil pengⅦ宣an oleh恥, dengan ini disampaik紬轟nci紬

pengeluaran正il kegiatan operasional d紬bela垂a modal dan/atau kegiatan pe重jal紬an dinas jabat紬deng劃KKPD

yang tidak dapat diset可ui/disahkan untuk dilakukan pembay紬an atas beban APBD, meliputi:

No �&匁6����PembebananAngg貧ran 劔Bukti 價umlah 噺WB��AlasanPenolakan 
Kode 噺�R�Kode 標&�����Ada 彦芳�ｲ�

Pengeluaran 噺S��F���Output 噺���V��F���ｷV��Akun 

(1) 茶"��(3) 茶B��(5) 茶b��(7) 茶ｒ�(9) 茶����(11) 



Iillill �� ��

Total 茶�"�� ��

3･ Sela可utnya, terhadap rincian pengelu紺an sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai deng紬ketentu劃, me可adi

t狐ggung ｣awab pribadi Pemeg餌g KKPD dan harus dibayarkan kepada Bank Penerbit Ka巾u Peme正ntah Daerah

sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan ke巧asamanya diucapkan terima kasih.

恥SKPD.…..…..….……..…

(namajelas)

Tembusan :

1. Pengguna Anggaran SKPD.…….……..

2 ･Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengelua胞n Pembantu SKPD. … … …...

PETUNJUK PENG量S暮AN

SURAT pEMBER工船HUAN PENOLAKAN BUKTトBUKTI PENGELUARAN

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

NO 俵$�����

(1) 認沫6芳V誚�跏��'W'WB��

(2) 認沫6芳V誚��&匁6����V誚VﾇY-ｶ�糯G&��6�ｷ6霧W�W&ﾇV��&Vﾆ��&���W&�6柳��ﾆF��&Vﾆ��&�ﾖ��ﾆF�鬻�F�V&Vﾆ�ｽ��
perjalanandinasjabatanyangdibayarkandenganKKPD 

(3) 認沫6芳V誚�豸�VｶVv��F�粐�

(4) 認沫6芳V誚�豸�V�G�WB��

(5) 認沫6芳V誚�豸�Vｶ���V襷���ｷV粐�

(6) 認沫6芳V諍-ｷW&�����ｷV粐�

(7) 認沫6芳V諍-ｷF�襷�6V蹤�誚���&免�FW&F���F'VｷF��V誚VﾇV�&�粐�



(8) 認沫6芳V誚�蹤�襷�6V蹤�誚���&免�F芳�ｷFW&F���F'VｷF��V誚VﾇV�&�粐�

(9) 認沫6芳V諍-ｶｧVﾖﾆ���Vﾖ&���&�襷V誚�莇ｵ�B��

(10) 認沫6芳V誚�豸WFW&�誚�穩uF芳�ｴF�6WH�'V禎F芳�ｴF�6���簫ﾒ�

(11) 認沫6芳V誚���Y�&Vﾇ6���ﾆ�6��&匁6����V誚VﾇV�&�鬻'VｷF椿'VｷF��V誚VﾇV�&�踐ﾆV瓜R��

(12〉 認沫6芳V誚�蹤��ﾇ�Vﾖ&���&�襷V誚�莇ｵ�B��



J. LAPORAN HAS重L MON量TORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

DAERAH T量NGKAT SKPD

KOP SURAT SKPD

LApoRAN HAs量L pEMAN船uAN DAN EVALUAs工pELAKSANAAN pEMBAyARAN DENGAN払RTu KREDIT

pEMERIN船H DAERAH

TINGKAT SKPD TR重wuLAN,SEMESTER DAN皿HUNAN ( 1)

PER賞ODE… …(Tanggal-Bulan) …... …S.D…(Tanggal-Bulan). ∴…....皿HUN (2)

N劃a SKPD/Kode　　　　　:..……….....….…...(3) dan(4)

No 疲���&F���F�誚r��ﾂ��Vﾆｦ���Surat perset可uan /Pe調bahanpe rset可uan BesaranUP KartuKredit Pemerintah 儡tatus Kredit Peme正nta hDaerah 價u皿lahdan TotalLimitKKPD yangdiset可ui Bank 儚ingksanBela垂aPembayaran 劔僣ambatandankendala 

Nomo �&W6�&��藏��ｴｵ�B�Nan a 肌Vﾒ����ｴｵ��Juml 閥ｵ�B�KKPD untuk 彦匁r�v�ﾂ�Tan88a 彦��ﾂ�Total tagih劃 疲��"�Tanggalpemb 幡V譌2�G&��6�ｷ6��丿8羽�
jian 兮tau �&���D ����untuk 霧W�W&ﾂ�Ceta 亦�閥ｵ�B�����&���bela可a 

Kerja 儕e｢uba 夢�yang 閥ｵ��keperluan 遊���k 幡�GV��Tag宣han 蘭�誡�den 友������yangtelah 
rd紬 劔D 傳ela可 剩&�豐�dibayark 友�馘F�ﾂ�kepadaBank 

Sama 冑紬bes ��V覲�dius 傳ela巾aop 儺agi 彦Vﾗ���劔dilakukan 

(PKS) 友�誣2�arUP �&&唯�ulka 蘭�誡�erasional ���ham ��Vﾖ&��Bulan ����SP2D 芳���den8an al 劔suda 儕erjala 剽�W&ｦ�ﾆ���perperio �5U��5��setiapspD2 
KKPD 噺�'B�nke 囘an 儡etia 蘭�&���劔menggunak 

surat ��Vﾖ&��u �&���h �&Vﾆ��&��nan ���Setiap 芳�ﾆ�ﾒ�de ��$Dｴｵ��CUP ��豸�'GR�

ditch rna 僖inas Jabata n 剿ﾗ���ｒ�ta8ihan (d瓢am rupiah) 韮�KKPDyan昌 diterbitkan 
ham Proper siUP 塙&VB�唯�k Pene rbit 儁odal 冀ula n �'Vﾉ-ｲ�劔kredit Peme轟ntah D盈erah 



KKPD ��KKP D ��Jum 1ahK artu 彦��ﾂ�ﾆ蒙唯���ﾆ��問�'W����ｒ�Jumla h Kartu 彦��ﾂ�ﾆ蒙唯���ﾆ��問�'W����ｒ� �� �� �� ��

(5) 茶b��(7) 茶ｒ�(9) 茶����(11) 茶�"���(13〉 茶�B��(15 ) 茶�b��(17) 茶�ｒ�(19) 茶#���(21 ) 茶#"��(23) 

a.(ABP D) ��

b.(Prib adi) ��

PETUNJUK PENGISIAN

LApORAN HAs重L pEMAN皿uAN DAN EVALUAs量pELAKSANAAN pEMBAyARAN DENGAN

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAHTINGRAT SKPD

NO 俵$�����

(1) 認沫6芳V誚���W&柳FW�Vﾆ���&�簇���ｶ�⑦W&ﾖ�7Vｴﾆ���&�薑&謡Vﾆ�驂ｦ�F�UG&謡Vﾆ���ﾈ��F�UG&謡Vﾆ�頽H�ﾄ��F�UG&謡Vﾆ���
IV. 

(2) 認沫6芳V誚���Xﾍﾈ�ｦFWF�誚v�ﾂﾖ'Vﾆ�贐Vﾆ�芳��&W&�ｶ�'6W'F�F�Ⅲ�-ｶvv�&���Vﾆ�ｷ6������Vﾖ&���&�襷V誚�荼�'B�KreditPemerintahDaerah.LaporanHasilMonitoringdanEvaluasiPelaksanaanPembayarandenganKKPDTingkat 

SKPDdisusunsecaratriⅧ1anan. 

(3) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ�F�豸�U4ｵ�B��

(4) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ�ｶ��6�&�v��

(5) 認沫6芳V誚�跏��'W'WB��

(6) 認沫6芳V誚�跏��&F�蹤�誚v�ﾅ�Vﾆｦ�讎��荼W&ｦ�6�ﾖ���

(7) 認沫6芳V誚�跏��&F�蹤�誚v�ﾅ7W&�E�W'6WH�'V�糢�W'V&�����W'6WH�'V��&W6�)-ｵU�ｴｵ�FF�&夫�ﾆ噺����



(8〉 認沫6芳V誚��&W6�&�藏�ｴｵ�F�F�U�W'V&����&W8ﾚ��藏�ｴｵ�B��Z'V&�����&���'6俵�ｴｵ�F&W&F�6�&ｶ��7W&��
Perset可uan/Perubahanperset可uanBesaranUPKartuKreditPemerintahDaerahdariWaliKota. 

(9) 認沫6芳V諍-ｶ��ﾖ�&�豬�V觚&&優ｴｵ�B�

(10) 認沫6芳V諍-ｶｧVﾖﾆ�╋ｵ�G��誚F邑7Vﾆｶ�豸T&�豬�V觚&&優ｴｵ�GV蹠VｶF友W&&友ｶ���

(11) 認沫6芳V諍-ｶｧVﾖﾆ�╋ｵ�G��誣7VF��友W&蒙��友W&&友ｹ-ｶ�V�)-ｶｷ�V觚&&優ｴｵ�B�

(12) 認沫6芳V誚�蹤��ﾄﾆ蒙優ｹ-ｷGTｷ&VF勇�VﾖW&也F�Ё�W&�Ⅲ蹠VｶｶW�W&ﾇV��&Vﾆ��&���W&�6柳��ﾆF��&Vﾆ��&�ﾖ��ﾂ��

(13) 認沫6芳V誚�讒Vﾖﾆ�┯�'GTｷ&VF勇�VﾖW&也F�Ё�W&�Ⅲ蹠VｶｶW�W&ﾇV��&Vﾆ��&��Y�岬�ﾉ-ｹ-ｴF匁�4ｦ�&�F�粐�

(14) 認沫6芳V誚�蹤��ﾄﾆ蒙優ｴｵ�GV蹠VｶｶW�W&ﾇV��&Vﾆ��&��X�ｦ�ﾆ���腱匁�4ｦ�&�F�粐�

(15) 認沫6芳V諄ﾌｧF��ﾄﾆ蒙優ｴｵ�GV蹠VｶｶW�W&ﾇV��&Vﾆ��&��Xﾘﾆ�ﾆ��-ｴF匁�4ｦ�&�F問�

(16) 認沫6芳V誚�蹤���ｶ�ﾆ6WF�ｷF�v昧�莇ｵ�G6WF���'Vﾆ�糯�W&柳FV逍�6W7V�芳V誚�覲ﾖ&免ﾆ匁w��誚F友W&蒙��V��
AdministratorKKPD. 

(17) 認沫6芳V誚�蹤�誚v�ﾆｦ�GV⑦Vﾗ���Vﾖ&���&�蹤�v哩-ｴｴｵ�G6WF���'Vﾆ�糯�W&柳FV逍�6W7V�芳V誚�覲ﾖ&免ﾆ匁w����
dite正maolehAdministratorKKPD. 

(18) 認沫6芳V誚�蹤��ﾇF�v昧��&�豺6Vﾆ�ﾖ�'Vﾆ��&W&ｦ�ﾆ��6����芳V誚�蹤�誚v�ﾆ6WF�ｷF�v昧�竊Rﾖ&免ﾆ匁r停�

(19) 認沫6芳V誚�蹤��ﾇF�v昧�莇ｵ�G��誚F�&���&ｶ�襷�ﾆ�ﾗ6WF����W&柳FWF�v昧��5襷V誚��&匁6��罎�a･JumlahtagihanyangdibebankankepadaAPBD;dan/atauJumlahtagihanyangdibebankankepadaPemeg紬g 

KKPD 

(20) 認沫6芳V諍-ｶ踐ﾖ�&F�蹣-ｶvv�ﾅ5�$DuW��誚F友W&&友ｶ�踐ﾆV�%�ｹ'�B���ｴB��

(21) 認沫6芳V誚�豸���糯F�霈��ﾇ�Vﾖ&���&�蹤�v昧�豸W��F�&�豺�V觚&&優ｴｵ�FI?�6WF���5�$DuTｴｵ�G��誡�
diterbitkan 

(22) 認沫6芳V誚�讎V譌7G&��6�ｷ6�&Vﾆ�讎���誣FVﾆ��免�ｷVｶ�襷V誚�贍V誚wV��ｶ�莇ｵ�B�6�F�･�Vﾖ&Vﾆ����DｲﾅF霧R�
Pesawat,Hotel,KonsumsiRapat,dll 

(23) 認沫6芳V諍-ｶ��ﾖ&�I-ｶF�豸V襷�ﾆ�6Vﾆ�ﾖ��Vﾆ�ｷ6������Vﾖ&���&�襷V誚�莇ｵ�JR�

(24) 認沫6芳V諍-ｶﾆ��6停�

(25) 認沫6芳V諄ﾌ��誚v�ﾂﾆ'Vﾆ�簇F�蹤�Ⅲ��V��襷�F�誚���貳���&�粐�

(26) 認沫6芳V諍-ｷI-ｶF�F�諍-ｵ��F�襷�'V'V�6��F匁�2��

(27) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ�ﾆV誚ｶ��ZR��

(28) 認沫6芳V誚�蒿��ZR粐�



K. RE払p量TULASI　払poRAN HAs量L MONITORING DAN EVALUAS宣　pE払KSANAAN pEMBAⅤARAN DENGAN　払RTu

KRED霊T pEMER重N船H DAERAH Ko船s量BOLGA

KOP SURAT

孤NTOR pELAyANAN PERBENDAHARAAN DAERAH

REKAp工TULAS重量ApoRAN HASIL MONITORING DAN EVALUAS工pELAKSANAAN pEMBAⅤARAN DENGAN船RTu

KREDITPEMER工N船H Ko皿s量BOLGA TR重wuLAN,SEMESTER DAN船HUNAN

PERIODE.….. (Tanggal-Bul餌上.…… S.D … (Tanggal-Bulan)

.……………皿HUN

N劃a BinD/PPKD

N ○ 抜��ﾂ�Nam a dan Kode SKP D 疲���"�F���F悶��v�ﾂ��W&ｦ��ｽ�����ｶW&ｦ��Surat perset可u an/Per膿b ahan perset巾u anBesara nUP Kartu Kredit Pemerint ah 儡tatusKredit PemehntahDaerah 剩ｧVﾖﾆ���薈��ﾂ�ﾆ蒙優ｴｵ�G��誡�F�6WHｽ�V�&�豐��&匁vｷ6��&Vﾆ�讎��Vﾖ&���&���劔僣am atan dank endal a 

No 妨6�"�Nam 肌Vﾖﾂ�Jumla h KKPD yang sudah diteri rna 閥ｵ�B�KKPD 彦�誚v��Tang昌a 1Jatuh Tempo Pemba yaran Setiap bulan 彦��ﾂ�Total 疲��"�F���F�誚v�ﾂ�5�$B�5U��5���$B�ｴｵ�B�Tan蕊a1 幡V譌2� 

Sam 蒙��an ���ah 冰ntuk 遊蹠Vｲ�儺agiha 友�v昧����Vﾖ)�⊥�)-ｲ�trams 

a �"�UP �&���KKPD 冖epcrlu 霧W�W&ﾇR�1Cetak 冢Bank 問�友�v昧���aksi 

(PKS) 芳���KPD 夢�yang 冓n 問�Tagiha 傳ulan 閥ｵ�B�霧W��F�&�豐�yang 

tan ��F�R�Pene 芳邑7R��&Vﾆ��&��Bela可 問���X�ｦ�ﾆ��yang 囘arisetiap �&Vﾆ���

擦a 坊ﾖ"�rbitK ��ｶ���微�W&�6��e巧瓢ana �6WF����問�dibaya 儡PD2GUP 岬��

lsu ��偉��artu 霧R�柳霾ﾆF���nDinas �'Vﾆ���中F����ﾒ�rkan 僵KPDyan昌 利ﾌｨ羽�

rat �&W6�"�Kred �&�豐��&Vﾆ��&��Jabat紬 剪ﾗ�����perper 囘iterbitkan 友Vﾆ���



UP KPD Peru baha npro porsi UP KPD 沫B�Pener bit KKPD ��Mo 芳�ﾂ� �� �� 末�WF��v哩-ｲ��ﾈﾆ�ﾒ�'W����� ��dilak ukan dens an men昌 筈una kan KKP D ��

Jum 1ahK artu 彦���ﾂ�ﾆ猛�唯���ﾂ��萪�'W����ｒ�Jum 1ah artu 彦���ﾂ�ﾆ猛�唯���ﾆ��問�'W����ｒ�

(3 ) 茶B��(5) 茶b��(7) 茶ｒ�(9) 茶�����(11) 茶�"��(13) 茶�B��(15) 茶�b��(17) 茶�ｒ�(19) 茶#���(21) 茶"�"��(23) 

a.(AB PN) ��

b.(Pri bad i) ��

Sibolga,出..冊..出川.冊.

Kepala BPK払D / PPKD



PETUNJUK PENG量S量AN

REKAp重TULAs量払poRAN HAs工L pEMAN船uAN DAN EVALUAs重

PELAKSANAAN PEMBAⅤARAN DENGAN船RTU KRED量T PEMER量NTAH

Ko払s重BOLGA

NO 俵$�����

用 認沫6芳V誚���W&柳FW�Vﾆ���&�簇���ｶ�⑦W&ﾖ�7Vｴﾆ���&�薑&謡Vﾆ�驂ｦ�F�UG&謡Vﾆ�靫磯f�F�UI�7wVﾆ�頽H�ﾔ��F�UG&謡Vﾉ-ｸ�b��

(2) 認沫6芳V誚���W&柳FWF�誚yV貭ﾖ(�&�贐Vﾆ�芳��&W&�ｶ�'6W'F�F�Ⅲ��誚v�&���Vﾆ�ｷ6������Vﾖ&���&�襷V誚�莇ｵ�B菷���&���
BasilMonit〇五ngd劃EvaluasiPelaksanaanPemb争yarandenganKKPDT血gkatSKPDdisusunsecaratriwulan狐. 

(3) 認沫6芳V誚�跏��'VﾗB��

(4) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ�4ｵ�B��

(5) 認沫6芳V誚�跏�葷�F�豸�U4ｵ�G��誚ﾖV讎�F蒙宥&�ｶXﾍﾖ�%�ｵ��B���ｴB��

(6) 認沫6芳V誚�跏��&F�蹤�誚v�ﾅ�X���{ﾆ��荼Xｮﾆｦ�6�ﾖ���

(7) 認沫6芳V誚�跏��&F�蹤�誚v�ﾅ7W&�E�W'6WHｽ�V�糢�W'V&�����W'6WGV遊��&W6�&�藏�ｴｵ�FF�&夫�ﾆ噺����

(8) 認沫6芳V誚��&W6�&�藏�ｴｵ�F�F�U�Vﾖ&����&W6�&�藏�ｴｵ�B��W'V&�����V���'6俵�ｴｵ�F&W&F�6�&ｶ��7W&�B�
Perset巾uan/PembahanPerset巾uanBesaranUPKartuKreditPemerintahDaerahda正waliKota 

(9) 認沫6芳V饑6�跏�ﾖ�&�豬�V觚&&優ｴｵ�G��誚ﾖY�&�F蒙宥&�ｶXﾘﾆ�4ｵ�B��

(10) 認沫6芳V駛��讒Vﾖﾆ�╋ｵ�G��饑6F邑7Vﾆｶ�豸T&�豬�V觚&&優ｴｵ�GV蹠VｶF友W&&友ｶ�粐�

(11) 認沫6芳V誚�讒Vﾖﾆ�╋ｵ�G��誣7VF��友W&蒙��友W&&友ｶ�踐ﾆV�&�豺�V觚&&優ｴｵ�B�

(12) 認沫6芳V誚�讒Vﾖﾆ�╋ｵ�GV蹠VｶｶW�W&ﾇV��&Vﾆ�讎���W&�6柳��ﾆF��&Vﾆ�讎�ﾖ��ﾂ��

(13) 認沫6芳V誚�蹤��ﾄﾆ蒙優ｴｵ�GV蹠VｶｶW�W&ﾇV��&Vﾆ�讎���W&�6柳��ﾆF��&Vﾆ�讎�ﾖ��ﾂ��

(14) 認沫6芳V誚�讒X葷ﾆ�╋ｵ�GV蹠VｶｶW�W&ﾇV��&Vﾆ��&��Y^湊Uｦ���腱匁�4ｦ�&�F�粐�

(15) 認沫6芳V誚�蹤��ﾈ+V蒙優ｴｵ�GV蹠VｶｶW�W&ﾇV��&Vﾆ��&��W&ｦ�ﾆ��-ｴF匁�4ｦ�&�F�粐�

(16) 認沫6芳V誚�蹤�誚v�ﾆ6WF�ｷF�v昧�莇ｵ�G6WF���'Vﾆ�糯�W&柳FV逍�6W7V�芳V諍-ｶRﾖ&免ﾆ匁w��誚F友W&蒙��V��Fﾖ匁�7G&�F�"�
KKPD.Misaltanggal20Januari2022atau25Januari2022,danseterus叫ya. 

(17) 認沫6芳V誚�蹤�誚v�ﾆｦ�GV⑦Vﾗ���Vﾖ&���&�蹤�v昧�莇ｵ�G6WF���'Vﾆ�糯�W&柳FV逍�6W7V�芳V誚�觝'V&免ﾆ匁w��誚F友W&蒙��
o宣ehAdministratorKKPD. 

(18) 認沫6芳V誚�蹤��ﾔ⑦�u&���&�豺6Vﾆ�ﾖ�'Vﾉ-ｶ&Y�岬�ﾆ��6�ﾗ��哥FV誚���
tangg瓢cetaktagihan(e-billing). 

(19) 認沫6芳V諍-ｷF��ﾇF�v昧�莇ｵ�G��誚F�&���&ｶ�覈Uｦ�ﾗ6WF����Xﾍﾈ�ｦFWF�v昧�簇FV誚��&匁6��罎�a.Jumlahtagih盆nyangdibebankankepadaAPBD;dan/atau 

.JumlahtagihanyangdibebankankepadaPemegangKKPD 

(20) 認沫6芳V諍-ｶ踐ﾖ�&Hﾌ��隸Hﾈﾅ5�$DuTｶ�ﾍﾇTｷ&VF勇�VﾖV�F�Ё�W&�⊥�誚F友W&&友ｶ�踐ﾆV�%�ｹZTB���ｴB��



(21) 認沫6芳V誚�豸���糯F�誚v�ﾇ�Vﾖ&���&�蹤�v昧�豸W��F�&�豬�V觚&&優ｴｵ�FF�&�6WF���5�$DuTｴｵ�DF友W&&友ｶ�粐�

(22) 認沫6芳V諍-ｶｦV譌7G&��6�ｷ6�&Vﾆ��&���誣FVﾆ��免�ｷVｶ�襷V誚�贍V誚wV��ｶ�莇ｵ�B�6�F�･�Vﾖ&Vﾆ����DｲﾅF霧WB�Pesawat,Hotel,KonsumsiRapat,dll 

(23) 認沫6芳V誚�諞�ﾖ&�F�腱�豸V襷�ﾆ�6Vﾆ�ﾖ��Vﾆ�ｷ9-ｶ�-ｷ�Xﾈﾆ&���&�襷V誚�莇ｵ�B��

(24) 認沫6芳V諍-ｶﾆ��6停�

(25) 認沫6芳V諍-ｷF�諍j��ﾂﾆ'Vﾆ�簇F�蹤�Ⅲ��V��襷�F�誚���貳���&�粐�

(26) 認沫6芳V誚�蹤�襷�F�阨��饂VF�襷�'V'V�6��F匁�2��

(27) 認沫6芳V誚�跏�ﾖ�ﾆV誚ｶ��ZR��

(28) 認沫6芳V諄ﾌ���ZR�

WALI Ko皿s重BOLGA,

dto.

JAMALUDD霊N POHAN

Salinan sesual dengan aslinya


